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ABSTRAK 
 
AYU PRATIWI NS , Strategi Komunikasi Dalam Menyosialisasikan Tata Cara 
Perizinan di Badan Perizinan Terapdu dan Penanaman Modal Kota Makassar, (Studi Kasus 
Izin Usaha). Dibimbing oleh Moeh.Iqbal Sultan dan Mursalim.  
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi dalam 
menyosialisasikan tata cara perizinan usaha pengurusan surat izin usaha yang 
diselenggarakan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kota Makassar. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana 
dalam penelitian yang di lakukan bersifat desksriptif yaitu untuk mengetahui atau 
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.  
Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian di bagi atas sembilan (9) dimensi 
yaitu manajemen dan penyelenggaran perizinan  usaha publik,prosedur tata cara perizinan 
usaha, persyartan teknis dan administrasi usaha,perincian biaya tata cara perizinan usaha, 
jangka waktu penyelesaian perizinan usaha, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, 
janji perizinan usaha, standar tata cara perizinan usaha dan lokasi menyosialisasikan tata cara 
perizinan usaha. 
Hasil penelitian di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
menunjukkan bahwa strategi komunikasi dalam menyosialisasikan tata cara perizinan usaha 
pengurusan izin usaha di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal belum sepenuhnya strategi dalam memberikan tata cara perizinan 
usaha kepada masyarakat. Hal ini diliat dari perincian biaya perizinan usaha, waktu 
penyelesaian perizinan usaha dan janji tata cara perizinan usaha yang belum terpublikasikan 
dengan baik serta lokasi tata cara perizinan usaha yang kurang strategis tentunya akan 
berimbas pada proses penyelesaian surat izin usaha yang dibutuhkan. 
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ABSTRACT 
 
AYU PRATIWI N. S. Communication Strategy in Socializing the Procedures of 
License Arrangement in Investment and Integrated Licensing Services Board of Makassar (A 
Case Study of Business License). (Mentored by Moeh.Iqbal Sultan and Mursalim).  
The purpose of the research is analyzing the communication strategy in socializing the 
procedures of business license arrangement in Investment and Integrated Licensing Services 
Board of Makassar.  
The method that is used in this research is qualitative method with descriptive 
research approach to acknowledge and describing the real picture of the occurrence in the 
field.   
The main focus of this research consists of nine (9) dimensions such as the 
management and implementation of public business license, the procedures of making a 
business license, the technical requirements and administration of business, the expense 
details of business license’s procedures, the completion period of making a business license, 
the officials whom in charge of the business license’s management, business license’s pledge, 
the default procedures of making a business license, and the location to socialize the 
procedures of making a business license. 
The result of this research shows that the Investment and Integrated Licensing 
Services Board of Makassar has not completely accomplished the communication strategy in 
socializing the procedures of business license arrangement to the society in Makassar. It 
shows by the lack of publication in several dimensions of the main focus in this research such 
as the expense details of business license’s procedures, the completion period of making a 
business license, and business license’s pledge. The location of the place to make the 
business license that is not strategic can also affecting the process of completing the required 
business license. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar belakang Masalah 
Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Dengan jumlah 
penduduk yang melebihi 1,6 juta jiwa menuntut masyarakatnya untuk berlomba-
lomba mencari pekerjaan lebih giat. Namun tak jarang masyarakat memilih untuk 
berwiraswasta. Wiraswasta adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan 
menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk 
mengambil keuntungan darinya serta mengambil tindakan yang tepat, guna 
memastikan kesuksesan.  
Menurut Suryo (1986) secara definitif wiraswasta adalah orang yang 
memiliki sifat mandiri, berpandangan jauh, kreatif, inovatif, tangguh dan berani 
menanggung resiko dalam pengelolaan usaha serta kegiatan yang mendatangkan 
keberhasilan. Meski pada kenyataannya wiraswasta harus bekerja lebih giat, 
namun lebih dari 50 persen wiraswasta menyatakan bahwa kehidupannya lebih 
bahagia dibanding hanya menjadi pegawai biasa. 
Ketika seseorang akan mulai berwiraswasta, tentu mereka akan 
menghadapi Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal terlebih dahulu 
sebagai langkah awal. Sejak tahun 2014 Badan Perizinan Terpadu Dan 
Penanaman Modal Kota Makassar  (BPTPM) sebagai instansi yang memberikan 
jasa pelayanan publik di sektor perizinan. 
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BPTPM Makassar sangat menyadari adanya tuntutan masyarakat akan 
pentingnya iklim perizinan yang kondusif. Sebagai bentuk komitmen pemerintah 
Kota Makassar dalam meningkatkan sistem pelayanan yang kondusif, maka 
walikota Makassar menetapkan BPTPM Makassar sebagai tempat pelayanan 
perizinan dengan sistem satu atap berdasarkan peraturan walikota Makassar No. 
20 Tahun 2014, yang memuat tentang tata cara pemberian izin melalui satu pintu 
pelayanan berawal dan berakhir pada badan perizinan terpadu dan penanaman 
modal. 
Tujuan dari terbentuknya Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BPTPM) Makassar adalah untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat, 
menyederhanakan proses efisiensi dan ketepatan waktu setiap pelayanan, dan 
mewujudkan world class service (pelayanan berkelas dunia). Dengan 
dilaksanakannya pelayanan perizinan yang prima melalui BPTPM maka secara 
bertahap suatu perizinan dan legalitas bagi usaha yang pada akhirnya memberikan 
multiplier efek seperti berkembanganya sektor rill, perdagangan, dan investasi 
yang secara tidak langsung berdampak positif pada penerimaan pendapatan asli 
daerah (PAD).  
Berdasarkan tujuan dari BPTPM Makassar maka diketahui bahwa 
ekspektasi institusi tersebut adalah untuk memudahkan proses pelayanan sehingga 
dapat mencapai pelayanan prima. Kondisi ini dapat dilakukan oleh BPTPM jika 
telah memiliki strategi komunikasi yang benar dan dapat dipahami oleh 
masyarakat. Sampai saat ini pihak BPTPM mengklaim telah memberikan 
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informasi secara baik dan benar, yakni melalui sosialisasi, pembuatan dan 
pembagian brosur, serta pemasangan spanduk yang bersifat persuasif. 
Namun, kenyataannya masih saja ada wiraswasta yang tidak paham 
mengenai proses perizinan yang tepat. Keberhasilan komunikasi secara efektif 
banyak ditentukan oleh strategi komunikasi. Fungsi ganda strategi komunikasi 
baik secara makro (planned multi-media strategy) maupun secara mikro (single 
communication medium strategy) adalah untuk menyebarluaskan informasi yang 
bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk 
memperoleh hasil yang optimal. 
GAMBAR 1.1 
REKAPITULASI JUMLAH IZIN PERIODE TAHUN 2010-2014 
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GAMBAR 1.2 
JUMLAH SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 
 
 
Sumber: BPTPM Kota Makassar 
Dari data tersebut dapat terlihat terjadi penurunan masyarakat yang 
melakukan perizinan usaha perdagangan (SIUP) di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BPTPM) Makassar. Dari tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi 
penurunan sebesar 1558 atau 24,9 %. Sedangkan, kenaikan sebesar 161 atau 
3,4%. Hal ini mengindikasikan turunnya minat masyarakat yangdisebabkan salah 
satunya karena kurang optimal pelayanan BPTPM atau masyarakat masyarakat 
yang kurang memahami mengenai proses perizinan yang tepat.  
Umumnya masyarakat mengetahui bahwa memperoleh legalitas dari 
sebuah usaha sangatlah penting, akan tetapi prosedur yang rumit dan beberapa isu 
negatif yang beredar di masyarakat mengenai birokrasi berbelit pada dinas 
perizinan membuat sebagian orang meminta bantuan perantara atau calo untuk 
mengurus perizinan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan 
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oleh Dinas Perizinan belum mampu mengubah action dari para pelaku usaha 
dalam proses perizinan. 
Berangkat dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
“Strategi Komunikasi dalam Menyosialisasikan Tata Cara Perizinan Usaha 
di Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Kota Makassar”. 
B.     Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis 
merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai beriku : 
1. Bagaimana strategi komunikasi yang di gunakan Badan Perizinan Terpadu 
Dan Penanaman Modal dalam Mensosialisasikan Tata Cara Perizinan 
Usaha di Kota Makassar ? 
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Badan 
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal dalam Mensosialisasikan Tata 
Cara Perizinan Usaha di Kota Makassar ?  
C.    Tujuan Penilitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penilitian 
ini adalah:  
1. Untuk mengetahui strategi komunikasi Badan Perizinan Terpadu Dan 
Penanaman Modal dalam Mensosialisasikan Tata Cara Perizinan 
Usaha di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 
strategi komunikasi Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 
dalam Mensosialisasikan Tata Cara Perizinan di Kota Makassar. 
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D.    Kegunaan Penilitian 
1. Secara teoritis, ia itu sebagai refensi bagi peneliti lain dalam kerangka 
pengembangan ilmu komunikasi untuk melalukan penilitian lebih 
lanjut. 
2. Secara praktis, yaitu dapat berguna bagi Badan Perizinan terpadu Dan 
Penanaman Modal dalam mengembangkan strategi komunikasi yang 
ekfektif dalam mensosialisasikan Tata Cara Perizinan kepada 
masyarakat luas. 
E.     Kerangka Konseptual 
Komunikasi berkembang sejalan dengan perkembangan 
masyarakat, mulai  dari masyarakat kecil dalam bentuk keluarga sampai 
masyarakat besar seluas  dengan negara dan seluas dunia. Maka selain 
pemerintah, komunikasi berati pula pengumuman, penerangan, 
penyuluhan, perintah, instruksi, komando, nasehat,  ajakan, bujukan, 
rayuan, dan sebagainya. Komunikasi tidak lagi merupakan  upaya agar 
seseorang tahu, tetapi juga ia melakukan sesuatu atau melaksanakan 
kegiatan tertentu. 
Strategi komunikasi erat hubungannya antara tujuan yang hendak 
dicapai dengan konsekuensi – konsekuensi (masalah) yang harus 
diperhatikan, kemudian merencanakan bagaimana konsekuensi – 
konsekuensi sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tujuan yang akan 
dicapai. 
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Strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan (planning) dan 
manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, 
untuk mecapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan 
yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu 
menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka model komunikasi yang 
bisa dikaitkan, dengan strategi komunikasi adalah model atau formula 
yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam Efendy (1999 : 10) yaitu : 
who, says what, in which channel, to whom, with what effect (siapa, 
berkata apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan bagaimana efeknya). 
Model ini termasuk model mekanistis, dimana menurut perspektif 
mekanistis, komunikasi secara umum memiliki 5 (lima) unsur, yaitu: 
a. Komunikator 
b. Pesan 
c. Komunikan   
d. Media   
e.  efek 
Dalam Cangara (2012:51) komunikasi sebagai proses yang memusat 
menuju ke arah penertian bersama, menurut Kindcaid dapat dicapai meski 
kebersamaan pengertian pada suatu objek atau pesan tidak sempurna secara 
penuh. Hal ini disebabkan karena tidak pernah ada dua orang yang memiliki 
pengalaman yang sama betul. Antara mereka dapat dicapai kebersamaan 
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pengertian melalui pendekatan yang erat, yakni dengan toleransi pada tingkat 
yang lebih tinggi.   
GAMBAR 1.3 
MODEL KOMUNIKASI KONVERGENSI OLEH KINCAID DAN 
ROGERS 
 
   
Strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan dan manajemen 
untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktek operasionalnya. Komunikasi 
secara efektif dan strategis pada prinsipnya : 
1. Bagaimana mengubah sikap 
2. Mengubah opini 
3. Mengubah perilaku 
Untuk mencapai tujuan strategi komunikasi harus dapat 
menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis dilakukan, dalam 
arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu – waktu, bergantung 
kepada situasi dan kondisi Menurut Arifin (1994: 58) Strategi adalah 
keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan 
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guna mencapai tujuan. Jadi dalam merumuskan strategi komunikasi, selain 
diperlukan perumusan  tujuan yang jelas, juga memperhitungkan kondisi 
dan situasi khalayak. Itulah sebabnya maka langkah pertama yang 
diperlukan adalah mengenal khalayak dan sasaran. 
Kemudian berdasarkan pengenalan serta komunikator dipilih, 
sesuai dengan  kondisi dan situasi yang ada. Langkah – langkahnya 
sebagai berikut Arifin (1994: 60-62) : 
1. Mengenal Khalayak 
Mengenal khalayak haruslah merupakan langkah pertama bagi 
komunikator dalam usaha komunikasi yang efektif. Sebagaimana telah 
dijelaskan bahwa dalam proses komunikasi, khalayak itu sama sekali tidak 
pasif, melainkan aktif sehingga antara komunikator dan komunikan bukan 
hanya terjadi hubungan, tetapi juga saling mempengaruhi. Artinya, 
khalayak dapat dipengaruhi oleh komunikator tetapi komunikator  juga 
dapat dipengaruhi oleh komunikan atau khalayak. Untuk menjalin 
komunikasi antara komunikator dengan komunikan harus terdapat 
persamaan kepentingan. Berarti komunikator harus mengerti dan 
memahami kerangka pengalaman dan referensi khalayak secara tepat dan 
saksama. 
2. Menyusun pesan  
Setelah mengenal khalayak dan situasinya, maka langkah 
selanjutnya dalam perumusan strategi, ialah menyusun pesan, yaitu 
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menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi 
khalayak dari pesan tersebut ialah mampu membangkitkan perhatian. 
3. Menetapkan metode 
Seperti telah disinggung bahwa mencapai efektivitas dari suatu 
komunikan selain akan tergantung dari kemampuan isi pesan yang 
diselaraskan dengan kondisi khalayak dan sebagainya, maka akan turut 
dipengaruhi oleh metode – metode penyampaiannya kepada sasaran. 
Dalam dunia komunikasi metode penyampaian / mempengaruhi itu 
dapat dilihat dari dua aspek yaitu : menurut  cara pelaksanaannya dan 
menurut bentuk isinya. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa yang 
pertama, semata – mata melihat komunikasi iti dari segi pelaksanaannya 
dengan melepaskan perhatian dari isi pesannya. Sedang yang kedua, yaitu 
melihat komunikasi itu dari segi bentuk pernyataan atau pesan dan maksud 
yang dikandung. Oleh karena itu yang pertama (menurut cara 
pelaksanaannya), dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu metode 
pengulangan dan metode penyediaan saluran. Sedang yang kedua 
(menurut bentuk isinya) dikenal metode informatif, persuasif, edukatif dan 
koersif. 
4. Seleksi dan penggunaan Media 
Penggunaan medium sebagai alat penyalur ide, dalam rangka 
merebut pengaruh dalam masyarakat, dalam awal abad 21 adalah suatu hal 
yang merupakan keharusan. Sebab selain media  massa dapat menjangkau 
sejumlah besar khalayak, juga dewasa ini rasanya kita tak dapat lagi hidup 
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tanpa surat, radio, film, dan televisi. Semua alat itu telah menjadi alat 
komunikasi massa yang sejati selain berfungsi sebagai alat penyalur, juga 
mempunyai fungsi sosial yang kompleks. Selain kita harus berpikir dalam 
jalinan faktor – faktor komunikasi juga hubungannya dengan situasi sosial- 
psikologis, harus diperhitungkan dikarenakan masing – masing medium 
tersebut mempunyai kemampuan dan kelemahan – kelemahan tersendiri 
sebagai alat. 
Model komunikasi yang kedua  yang bisa digunakan yaitu teori 
disonansi kognitif. Disonansi kognitif yaitu perasaan ketidaknyamanan 
yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten. 
Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana keyakinan dan perilaku 
mengubah sikap. 
Ada empat asumsi dasar dari teori ini : 
1. Manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan, 
sikap, dan perilakunya. 
2. Disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. 
3. Disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk 
melakukan tindakan-tindakan dengan dampak yang dapat diukur. 
4. Disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan 
usaha untuk mengurangi disonansi. 
Asumsi pertama menekankan sebuah model mengenai sifat dasar 
dari manusia yang mementingkan adanya stabilitas dan konsistensi. 
Asumsi kedua berbicara mengenai jenis konsistensi yang penting bagi 
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orang. Asumsi ketiga dari teori ini menyatakan bahwa ketika orang 
mengalami inkonsistensi psikologis disonansi yang tercipta menimbulkan 
perasaan tidak suka. Festinger menyatakan bahwa disonansi merupakan 
keadaan pendorong yang memiliki properti rangsangan. Teori ini 
mengasumsikan bahwa rangsangan yang diciptakan oleh disonansi akan 
memotivasi orang untuk menghindari situasi yang menciptakan 
inkosistensi dan berusaha mencari situasi yang mengembalikan 
konsistensi. 
Adapun kerangka konseptual penulis yang berkaitan dengan hal 
yang diteliti sebagai berikut : 
GAMBAR 1.4 
GAMBAR KERANGKA KONSEPTUAL 
 
   
  
 
 
 F.     Definisi Oprasional 
1. Strategi komunikasi 
Strategi komunikasi adalah merupakan panduan dari perencanaan 
komunikasi (communication planning) dan manajeme (communications 
managament) untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut 
strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya 
Dinas 
Perizinan  
Strategi Komunikasi   
1. Mengenal khalayak. 
2. Menyusun pesan. 
3. Menetapkan metode. 
4. Pengunaan media. 
Sosialisasi Tata 
Cara Perizinan  
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secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan 
(approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan 
kondisi. 
2. Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 
Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal adalah badan pelayanan 
publik dalam tatanan pemerintahan di kota makassar yang menangani izin-
izin apabila wiraswasta ingin melalui sebuah usaha baru. 
3.   Mensosialisasikan Tata Cara Perizinan 
Mensosialisasikan merupakan proses pengenalan tata cara perizinan yang 
di lakukan oleh badan perizinan terpadu dan penanaman modal kota 
makassar. 
4.  Tata Cara Perizinan 
Tata Cara Perizinan yang di maksud adalah langkah-langkah yang akan 
dilakukan oleh pihak wiraswasta terhadap badan perizinan terpadu dan 
penanaman modal, agar permohonan usahanya dilancarkan. 
5.   Kota Makassar 
Kota Makassar yang di maksud dalam penilitian ini adalah kantor badan 
perizinan terpadu dan penanaman modal yang berada di kota makassar, 
sehinnga setiap wiraswasta yang ingin membuat usaha baru di kota 
makassar wajib hukumnya mengajukan perizinan terlebih dahulu. 
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6.   Mengenal hak layak 
Mengenal haklayak adalah  proses komunikasi, khalayak itu sama sekali 
tidak pasif, melainkan aktif sehingga antara komunikator dan komunikan 
bukan hanya terjadi hubungan, tetapi juga saling mempengaruhi satu sama 
lain. 
7.  Menyusun pesan 
Menyusun pesan merupakan yaitu menentukan tema dan materi. Syarat 
utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah mampu 
membangkitkan perhatian. 
8.   Mentapkan metode 
Mentapkan metode adalah  metode penyampaian / mempengaruhi itu 
dapat dilihat dari dua aspek yaitu : menurut  cara pelaksanaannya dan 
menurut bentuk isinya. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa yang 
pertama, semata – mata melihat komunikasi iti dari segi pelaksanaannya 
dengan melepaskan perhatian dari isi pesannya. 
9.  Penggunaan media 
Penggunaan media adalah media  massa dapat menjangkau sejumlah besar 
khalayak, juga dewasa ini rasanya kita tak dapat lagi hidup tanpa surat, 
radio, film, dan televisi. Semua alat itu telah menjadi alat komunikasi 
massa yang sejati selain berfungsi sebagai alat penyalur, juga mempunyai 
fungsi sosial yang kompleks  
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G.    Metode Penilitian 
1.  Waktu dan Lokasi Penelitian 
Waktu penelitian selama kurang lebih 2 bulan yaitu pada 
bulan  Februari  2016 - Mei 2016. Namun hal ini tidak berlaku mutlak 
dalam arti kata fleksibel sampai peneliti memperoleh data yang 
diperlukan. Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah 
Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar. 
2.  Tipe Penelitian  
Adapun tipe yang digunakan dalam penelitian ini  adalah deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari data 
penelitian lapangan ,dan data sekunder melalui studi kepustakaan. 
3.   Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data sebagai penunjang utama dalam penulisan 
ini, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai 
berikut : 
a. Data Primer  
1) Observasi yaitu dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian 
terhadap objek, untuk mengumpulkan informasi atau data sebanyak 
mungkin yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
2) Wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan penulis 
dengan menggunakan pedoman wawancara.   
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b. Data Sekunder 
Studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji 
beberapa literature yang erat hubungannya dengan permasalahan yang 
dibahas baik dalam bentuk searching internet maupun kepustakaan. 
3) Narasumber 
Yang menjadi sumber informasi atau informan adalah 
 Kepala bidang pelayanan perizinan. 
 Subbidang pendaftaran dan penyerahan perizinan. 
 Subbidang promosi dan investasi. 
 Pengusaha A. 
 Pengusaha B. 
4.      Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan selama penelitan , hal ini dimaksudkan 
agar fokus penelitian tetap diberi perhatian khusus melalui wawancara 
mendalam, selanjutnya analisis secara kualitatif. Proses analisis data 
dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik primer maupun 
sekunder. Kemudian setelah dipelajari dan ditelaah, dibuat rangkuman inti 
dari proses wawancara tersebut. 
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     BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Strategi 
Istilah strategi berasal dari kata Yunani, strategeia (stratus = militer dan ag 
= memimpin) yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang  jedral. Konsep 
ini relevan dengan situasi jaman dulu yang sering diwarnai perang,dimana jedral 
dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu 
memenangkan perang. Strategi juga di artikan sebagai suatu rencana untuk 
pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah 
tertentu untuk mencapai tujuan tertetentu . 
Berikut ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai strategi yaitu 
menurut Rangkuti,(2009 : 3), strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan 
utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif  kondisi-kondisi 
internal dan eksternal sehingga perusahaan dapat mengantipasi perubahan 
lingkungan eksternal. Dalam hal ini dapat di bedakan secara jelas fungsi 
manajemen, konsumen, distributor, dan pesaing. Jadi , perencanaan strategi 
penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai 
dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya 
yang ada.  
Untuk memahami konsep perencanaan strategis, kita perlu memahami 
pengertian konsep mengenai strategi. Berikut ini di kemukakan pengertian strategi 
sebagaimna di kemukakan oleh Silalahi (2003 : 7), mengatakan bahwa strategi 
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desain untuk memastikan bahwa tujuan pokok organisasi dapat dicapai melalui 
pelaksanaan yang semestinya.Selanjutnya pengertian strategi di kemukakaan oleh 
Sedarmayanti (2014 : 2 ) mengemukakan bahwa strategi komunikasi adalah 
proses penentuan rencana pemimipin puncak berfokus pada tujuan jangka panjang 
organisasi, disertai penyusunan cara atau upaya bagaimana agar tujuan dapat 
dicapai. 
Tripomo (2005 : 17), mengemukakan bahwa strategi adalah kerangka atau 
rencana yang menginterasikan tujan-tujuan (goals) kebijakan-kebijakan (policies), 
dan tindakan-tindakan program (programs) organisasi.  
Pengertian strategi komunikasi menurut David (2009 : 5), mengatakan 
bahwa strategi merupakan suatu seni dan ilmu untuk memformulasikan, 
mengimplementasikan, dan keputusan-keputusan lintas fungsi yang 
memungkinkan organisasi mencapai tujuannya.  
 Tahap dalam menejemen strategi komunikasi terdiri atas beberapa tahap:  
1. Proses strategi komunikasi  
2. Penyusunan strategi dijalankan oleh individu yang paling bertanggung 
jawab atas kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi. Biasa di pengan 
oleh CEO atau Direktur suatu perusahaan.   
3. Penyusunan strategi bukan hanya pekerjaan eksekutif puncak saja namun 
juga melibatkan manajemen tingkat menengah dan bawah. Dalam 
perusahaan pada dasarnya ada tiga tingkatan strategi yaitu 1) koprasi, 
merupakan tinggakat yang paling tinggi dalam perusahaan yang 
bertanggung  jawab memengang strategi yang efektif pada berbagai pada 
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berbagai tingkatan dipengang  oleh seorang presiden direktur (direktur 
utama).  2) divisi, merupakan tingakat pengembangan perusahaan. Level 
ini lebih menekankan pada impelementasi strategi  yang ada agar 
perusahan masih dapat bersaing dengan para pesaing, level ini biasa di 
pengang oleh wakil presiden eksekutif atau para direktur. 3) fungsional 
merupakan tingkatan yang berhubungan dengan pemaksimalan sumber 
daya yang di miliki perusahaan atau bisa di bilang tingkatan yang 
melalukan berbagai aktivitas dan kompetensi perusahaan guna 
memperbaiki kinerja strategi yang ada, level ini di pengang oleh seorang 
manejer pemasaran, keuangan, litbang, sistem informasi, oprasional, dan 
sumber daya manusia. 
Definisi strategi komunikasi menurut Kotrel (2008 : 25), mengatakan 
bahwa strategi adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga 
keserasian antara tujuan perusahaan, sumber daya perusahaan, dan peluang pasar 
yang terus berubah, dengan tujan untuk membentuk dan menyesuaikan usaha 
perusahaan dan produk yang di hasilkan sehingga bisa mencapai keuntungan dan 
tingkat pertumbuhan yang menguntungkan. 
Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi strategi di atas, dapat di 
simpulkan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan 
dengan memperhatikan faktor-faktor perubahan lingkungan baik eksternal 
maupun internal karena sangat menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan, 
sehingga dapat di susun strtegi untuk mencapai keunggulan kompetitif 
perusahaan. 
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 Selanjutnya menurut Udaya dkk (2013 : 6) mengungkapkan bahwa strategi 
adalah sebuah keterampilan dan mengelola atau merencanakan suatu stratagem 
atau cara yang cerdik untuk mencapai suatu tujuan. Menarik untuk mengetahui 
pendapat yang agak berbeda dengan definisi-definisi di atas seperti yang di 
ungkapkan Bob de Wit dan Ron Meyer dalam strategy, Process,Content (2004) 
yang dikutip oleh buku Udaya dkk (2013 : 6), mengatakan bahwa strategi harus 
lihat dan dipahami berdasarkan tiga demensi yaitu strategy Process,strategi 
Content , strategi context.  
1. Strategi process 
Cara bagaimana strategi-strategi timbul, dimana letak strategi Content  
(atau proses strategi). Proses strategi menyangkut bagaimana ,siapa ,dan 
bilamana strategi itu sendiri ; bagaimana strategi tersebut dan bagaimana 
seharusnya strategi itu di buat, dianalisis, dibentuk, diformulasi dan 
diimplemensi, dibuah, dan dikontrol, siapa yang tersangkut, kapan 
kegiatan-kegiatan perlu dilaksanakan. 
2. Strategi content 
Hasil produk proses strategi di sebut strategi Content. Jika di tanyakan 
sebagai sebuah pertanyan strategi content berhubungan dengan apa dari 
srategi , apa itu strategi , dan bagaimana isi yang seharusnya dari strategi 
tersebut bagi perusahaan serta untuk unitnya masing-masing.  
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3. Strategi context 
Sekumpulan keadaan berbagai proses strategi dan strategy tersebut terkait 
dengan dimana strategi berada; di perusahaan mana dan di lingkungan apa 
proses strategi danstrategy contet itu berbeda. Kegiatannya merupakan 
dimensi yang nayata bukan bagian terpisah dari sebuah strategi. Dengan 
demikian, setiap situasi masalah strategi pada dasarnya  mempunyai sifat 
tiga dimensional dengan karakteristik process, content, dan context. Hanya 
dari pengertian dari ketiga dimensi ini yang akan memberikan seorang 
strategi atau ahli ilmu strategi, dalaman yang sebenarnya mengenai 
pengertian tersebut.  
Banyak organisasi menjalankan dua strategi atau lebih secara 
bersamaan,namun strategi kombinasi dapat sangat berisiko jika dijalankan terlalu 
jauh. Di perusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya 
di gunakan ketika devisi-devisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. 
Juga,organisasi yang berjuang untuk tetap hidup mungkin menggunakan 
gabungan dari sejumlah strategi definisi, seperti devestasi likuidasi dan 
rasionalisasi biaya seacara bersamaan. 
B.  Pengertian komunikasi  
Dalam perjalanan organisasi bisnis, aspek komunikasi menjadi salah satu 
penentu dalam tercapai tujuan organisasi. Tentunya hal tersebut akan diraih jika 
komunikasinya di lakukan secara efektif. Seaorang pemimpin lazimnya 
memerintahkan atau memberi intruksi pada bawahannya untuk membuat surat 
pengaduan, surat edaran umum, kontrak kerja sama,membuat surat balasan dan 
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sejenisnya merupakan hal yang rutin dalam dunia bisnis dan semuanya 
membutuhkan komunikasi.  
Untuk memahami komunikasi bisnis secara utuh, berikut ini uraikan 
sejumlah pengertian komunikasi  bisnis menurut Purwanto (2006 : 4), pengertian 
komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digukan dalam komunikasi bisnis 
yang mencangkup berbagai macam bentuk komunikasi baik verbal maupun 
nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya 2 bentuk dasar 
komunikasi dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal.  
1. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk 
menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain baik tertulis (written) 
maupun lisan (oral). Komunikasi verbal ini memiliki struktur teratur dan 
terorganisasi dengan baik, sehinnga tujuan penyampaian  pesan-pesan 
bisnis dapat tercapai dengan baik. Dalam dunia bisnis, beberapa contoh 
komunikasi verbal yakni : penyampaian pesan melalui surat, memo, 
teknologi komunikasi modern, rapat pimpinan, briefing kepada kariyawan, 
wawancara kerja dan presentasi dan lain-lain. 
2. Komunikasi Nonverbal. Bedasarkan teori antropologi, sebelum manusia 
menggunakan kata-kata , mereka telah menggunakan komunikasi 
nonverbal dalam gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh (body language) 
sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contoh sederhana 
komunikasi nonverbal: sikap seseorang secara sepontan mengerutkan dahi, 
raut muka yang berubah, atau mata berkedip-kedip tanpa sengaja dan tak 
pernah di rencanakan sebelumnya. Contoh lainnya, disaat anda 
23 
 
memperoleh kabar bahwa anak kesayangan anda satu-satunya mendapat 
penghargaan sebagai juara pertam dalam lomba tingkat nasional atau 
internasional! Bagaimana reaksi anda pada saat itu? Senang bercampur 
haru, atau terlihat ekspresi wajah rekan Anda yang menghadapi masalah, 
kesusahan maupun mereka yang senang atau gembira. Rakmat (2009 : 
188) komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan 
teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas 
dimiliki orang dalam masyarakat industri.sedangkan menurut  Rakhmat 
(Rakhmat,2009 : 189) komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang 
ditujukkan kepada sejumlah khalayak yang terbesar, heterongen, dan 
anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama 
dapat di terima secara serentak dan sesaat. 
 Komunikasi massa memiliki beberapa karateristik yang di 
kemukakan oleh parah ahli seperti menurut Wright dalam Ardianto,(2009 : 
4) komunikasi dapat di bedakan dari corak-corak yang lama karena 
memiliki karateristik utama yaitu : 
1. Diarahkan kepada khalayak yang relatif besar, heterongen dan 
anonim 
2. Pesan di sampaikan secara terbuka  
3. Pesan diterima secara serentak pada waktu yang sama dan bersifat 
sekilas (khusus untuk media elektronik)  
4. Komunikator cenderung berada atau bergerak dalam organisasi 
yang kompleks yang melibatkan biaya besar.  
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Menurut Wilbur Schramm seorang ahli linguistik mengatakan 
communication berasal dari kata “communis” yang artinya common atau sama. 
Jadi menurut  Schramm (dalam purba, 2006 : 30)  jika mengadakan komunikasi 
dengan satu pihak, maka menyatakan bahwa gagasan kita untuk memperoleh 
commoners dengan pihak lain mengenai objek tertentu (Purba,2006 : 30).   
C. Fungsi komunikasi  
Banyak definisi dari fungsi komunikasi yang di tentukan oleh para ahli. 
Fungsi komunikasi yang ditemukan oleh para ahli tersebut memang 
berbeda-beda namun suatu pendapat benang merah kesamaan antara satu dengan 
lainnya. Pada dasarnya fungsi komunikasi adalah untuk menyampaikan suatu 
informasi atau pesan kepada orang lain.  
Salah satu definisi dari fungsi komunikasi yang paling lengkap 
dikemukakan oleh William I.Gorden. mernurut Gorden (dalam Mulyana, 2005: 
5), fungsi komunikasi dibagi  menjadi empat kategori, yaitu :  
1. Sebagaimana komunikasi sosial  
Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial adalah untuk 
bersosialisasi.Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain 
bisa dipastikan akan tersesat karena ia tidak menata dirinya didalam suatu 
lingkungan sosial. 
Komunikasi sosial dibagi menjadi tiga bagian penting, yaitu : 
a. Pernyataan eksistensi-diri  
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Orang yang berkomunikasi untuk menunjukan dirinya eksis. 
Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, secara tidak 
langsung kita ingin menyatakan bahwa kita ada.  
b. Pembentukan konsep diri  
Pembentukan konsep diri adalah pandangan mengenai siapa diri 
kita. George Herberd Mead menagatkan setiap manusia 
mengembangkan kosep diri melalui interaksi dengan orang lain 
dalam masyarakat dan itu dilakukan melalui komunikasi.  
c. Kelangsungan hidup, menumpuk hubungan dan kebahagian  
Komunikasi sosial juga berfungsi dalam kelangsungan hidup, 
menumpuk hubungan dan kebahagiaan, dimana tidak bisa terlepas 
dari sifat manusia sebagai makhluk sosial. Dan juga manusia tidak 
dapat hidup secara individu. 
2. Sebagai komunikasi ritual  
Suatu komunikasi sering melakukan upacara-upacara 
berlainsepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang di sebut para 
antropologi sebagai rotes of passag, mulai dari upacara kelahiran, 
pernikahan, pertungan, ulang tahun, dan lain-lain. Ritus-ritus lain seperti 
berdoa, membaca kitab, naik haji, upacara-upacara, perayaan leberan (idul 
fitri) atau natal. 
3. Sebagai komunikasi ekspresif  
Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan persaan-perasaan kita yang 
apa kita rasakan, perasaan tersebut terutama dikomunikasikan secara 
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nonverbal seperti : perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, 
takut, perhatian, marah, dan benci yang bisa di sampaikan secara lebih 
ekspresif.  
4. Sebagai komunikasi intrumental  
Komunikasi intrumental memiliki beberapa tujuan umum seperti : 
menginformasikan, mendorong, dan mengubah sikap. Sebagai instrument, 
komunikasi tidak saja digunakan untuk menciptakan dan membangun 
hubungan tetapi bisa juga untuk menghancurkan hubungan. 
D. Pengertian Strategi Komunikasi 
Perlu diketahui bahwa arah sasaran komunikasi berorientasi pada efek 
yang positif atau efektivitas, untuk itu dalam mencapai efektifitas komunikasi di 
perlukan atau pendekatan atau strategi operasional tertentu. Dengan demikian 
penulis terlebih dahulu mengetengahkan suatu hal yang mendasarkan dalam 
penulisan penilitian ini, yaitu pengertian strategi dalam hubungan dan 
komunikasi. 
Seperti yang dikemukakan oleh Arifin (2004 : 10) bahwa strategi 
komunikasi adalah keseluruhan keputusan kondisional tetang tindakan yang akan 
di jalankan untuk mencapai tujuan, jadi merumuskan suatu strategi komunikasi 
yang berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu)yang di 
hadapi dan yang akan di hadapi di masa depan, guna mencapai efektivitas. 
Dengan strategi komunikasi ini berarti dapat di tempuh dengan beberapa car 
dengan menggunakan komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan diri 
khalayak dengan mudah dan cepat. 
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Soemanagara (2006 : 5) mengatakan bahwa pengguna visual dan pesan 
yang tepat merupakan syarat utama keberasilan dari sebuah program promosi. 
Tahapan-tahapan komunikasi dan strategi pesan disusun berdasarkan pencapaian 
kesadaran atas keberadaan sebuah produk atau jasa (awareness), menumbuhkan 
sebuah keinginan untuk memiliki atau mendapatkan produk (interest), sampai 
dengan mempertahankan loyalitas pelanggan (loyalty). Dalam kajian komunikasi 
tahap tersebut di kenal dengan rumusan AIDDA  (Attention, Interst, Desire, 
Decision, And Ation).  
Selain itu pakar komunikasi lainnya yaitu Effendi (2009 : 32) 
mengemukkan bahwa strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 
manajemen (managemen) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk 
mencapai suatu tujuan tersebut , strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 
hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana 
taktik operasionalnya. Bernet ,Oliver Sandra (2007 : 2) menggambarkan strategi 
sebagai arah yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya. 
Dari beberapa pengertian di atas, maka strategi komunikasi erat hubungan 
dan kaitannya antara tujuan yang hendak dicapai dengan konsekuensi-
konsekuensi (masalah) yang harus diperhitungkan, kemudian merencanakan 
bagaimana mencapai   konsekuensi-konsekuensi sesuai dengan hasil yang di 
harapkan atau dengan kata lain tujuan yang hendak dicapai.  
Perencanaan strategi komunikasi harus senantiasa disusun secara 
sistematis, sebagai upaya merubah pengetahuan, sikap, dan tingkah laku khalayak 
atau sasaran. Pertama yang harus di perhitungkan adalah :  
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1. Asas dan generalisasi mencapai unsur-unsur pokok dalam situasi 
komunikasi serta kombinasinya kedalam.  
2. Kemudian merubah tingkah laku yang terjadi sebagai hasil atau 
akibat komunikasi. 
Widjaja (2006 : 96) mengwmukakan dalam hubungan ini di maklumi 
bahwa setiap organisasi yang berada dalam proses institution building/ 
institusional straturenya harus secara terus menerus dilakukan antara lain :  
1. Mengetahui sikap, cita rasa, kepentingan dari lingkungannya (masyarakat/ 
publik/klien)  
2. Mengakomodasikan, mengubah membentuk, membina sikap, cita rasa, dan 
kepentingan lingkungan (masyarakat, publik, klien) sehingga viability dari 
organisasi itu tetap terjaga dengan baik dalam mencapai tujuan secara 
efeisien dan efektif.  
Untuk mencapai itu, setiap organisasinya harus mampu :  
1. Menetukan  dan merumuskan kebijaksanaan dalam bahasa yang di pahami 
(komunikasi) dalam lingkungan. 
2. Merumuskan program kegiatan yang menciptakan interdepensi dengan 
lingkungannya serta menarik partisipasi dengan lingkungannya itu. 
Apabila semua karakteristik yang dimiliki dapat dipahami dengan baik dan 
dapat dijalankan sebagimana mestinya, maka strategi komunikasi disusun secara 
baik pula. Untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang menjadi khalayak atau 
sasaran, maka arah kebijaksanaan dan strategi harus sesuai dengan aspirasi 
masyarakat.   
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Selain itu, dalam penerapan strategi komunikasi perlu diketahui tujuan 
sentral strategi komunikasi seperti di kemukakan oleh R.Wayne Pace.Brent D. 
Petersodan M. Dallas Burnet dalam Effendy (2009 : 32) bahwa tujuan sentral 
komukasi terdiri atas tiga tujuan yaitu :  
1. To Secure Understanding  
Pertama adalah memastikan bahwa komukasi mengerti pesan yang 
diterimanya. 
2. To Establish Acceptance  
Andaikata ia sudah dapat mengerti dan menerima, maka 
penerimanya itu harus dibina 
3. To Motivasi Action  
Pada akhirnya kegiatan itu dimotivasikan. Strategi pada hakekatnya 
adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) 
untuk mencapai tujuan akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, 
strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menujukkan 
arah saja, melainkan harus mampu menujukkan bagaimana taktik 
operasionalnya.  
 Demikian pula dengan strategi komunikasi yang merupakan panduan 
perencaan komunikasi (communication planning) dengan managemen komunikasi 
(communication management) untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 
Strategi komunikasi ini ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya 
secara praktis harus di lakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda 
sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi.  
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 Strategi komukasi adalah suatu cara untuk mengatur pelaksanaan 
proses komunikasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, 
untuk mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi bertujuan agar : pesan mudah 
dipahami secara benar, penerima pesan dapat dibina dengan baik, kegiatan dapat 
termotivasi untuk melakukan, faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam 
penyusunan strategi komunikasi yaitu:  
1. Mengenali Sasaran  
Pada kegiatan ini, komunikator perlu mengenali terlebih dahulu 
siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi (disesuaikan dengan 
tujuan komunikasi). Dalam pengenalan sasaran, komunikator perlu 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
a. Pesan yang akan di sampaikan di sesuaikan dengan, antara lain : 
pengalaman, pendidikan, status sosial, pola hidup, idelogi, dan 
keinginan sasaran.  
b. Situasi dan kondisi di sekeliling sasaran pada saat pesan akan 
disampaikan dapat mempengaruhi penerimaan pesan, misalnya 
suasana sedih, dan situasi lingkungan yang tidak mendukung.  
2. Pemilihan Media  
Pemilihan media sangat tergantung pada tujuan yang akan dicapai, 
bentuk pesan yang akan di sampaikan, dan teknik komunikasi yang 
akan di pakai.  
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3. Pengkajian Tujuan Pesan  
Agar dapat mengemas pesan secara tepat, benar, dan menarik 
minat sasaran, perlu dilakukan pengkajian tujuan pesan. Namun 
sebelumnya harus dipahami dulu : isi pesan yang cocok di 
sampaikan satu pesan dapat menggunakan lebih dari satu teknik 
komunikasi, atau menggunakan satu atau beberapa lambang ( 
misalnya : bahasa gambar, warna, gerak tubuh,  suara dan 
sebagainya). Bersedia mentindak lanjuti isi pesan. Kredibitas 
komunikator adalah  kemampuan komunikator dalam 
menumbuhkan kepercayaan  komunikan terhadap pesan. 
Kepercayaan ini timbul antara lain karena profesi, kedudukan, dan 
keahlian yang dimiliki komunikator. 
     Kriteria komunikator yang memiliki kredibitas, antara lain : 
a. Daya nalar tinggi. 
b. Bermoral baik. 
c. Memilki karater yang baik  
E. Perumusan Strategi Komunikasi  
 Khalayak memiliki kekuatan strategi penangkal yang bersifat psikologi 
dan sosial bagi setiap pengaruh yang berasal dari luar kelompoknya. Disamping 
itu, khalayak tidak hanya di rangsang oleh hanya satu pesan sajamelainkan banyak 
pesan dalam waktu bersamaan. Arti terdapat juga kekuatan pengaruh dari pesan-
pesan lain yang datang dari sumber (komunikator) lain dalam waktu yang sama, 
maupun sebelum dan sesudah. Dengan demikian pesan yang di harapkan 
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menimbulkan efek  atau perubahan pada khalayak bukanlah satu-satunya 
“kekuatan” melainkan, hanya satu kekuatan pengaruh yang berkerja dalam proses 
komunikasi, untuk mencapai efevitas. 
Jadi efek lain tidak dari paduan sejumlah keuatan berkerja sama dalam 
keseluruhan proses komunikasi. Justru itu maka, pesan sebagai satu-satunya 
kekuatan yang dimiliki oleh komnikator harus mampum mengungguli semua 
kekuatan yang ada untuk mencapai efektvitas. Kekuatan pesan ini, dapat di 
dukung oleh metode penyajian, media dan kekuatan kepribadian komunikator 
sendiri.   
Dalam hal ini maka perancanaan dan perumusan strategi dalam proses 
komunikasi, terutama dalam komunikasi Inovasi, Public Relations, Komunikasi 
Internasional dan sebagainya, semakin jelas di perlukan. Agar pesan yang di 
sampaikan kepada sasaran (public) menjadi efektif,  
Arifin (2004 : 64) menawarkan strategi- strategi komunikasi sebagai 
berikut : 
1. Mengenal Khalayak  
Mengenal khalayak haruslah langkah pertama bagi komunikator dalam 
usaha komunikasi yang efektif. Sebagai telah di jelaskan bahwa proses 
komunikasi, khalayak itu sama sekali tidak passif, melainkan aktif, 
sehingga antara komunikator dan komunikan bukan saja terjadi saling 
hubungan, tapi juga saling mempengaruhi. Artinya khalayak dapat di 
pengaruhi, oleh komunikan atau khalayak. Dalam proses komunikasi baik 
komunikator dan khalayak mempunyai kepentingan yang sama. Tanpa 
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persamaan kepentingan, komunikasi mungkin tak berlangsung. Justru itu, 
untuk berlangsungnya suatu komunikasi kemudian tercapai hasil yang 
positif, maka komunikator harus menciptakan kesamaan kepentingan 
dengan khalayak tertama dalam pesan, metode, dan media. 
Dalam observasiatau penelitian public dapat didefikasikan dari 
beberapa segi. Dari segi pengatahuan khlayak misalnya terhadap pesan-
pesan yang di sampaikan, dapat di temukan khalayak yang tidak memiliki 
pengatahuan, memiliki hanya sedikit, memiliki banyhak dan ahli dalam  
masalah yang disajikan. Sedang dari seni sikap yang khalayak terdapat isi 
pesan yang di sampaikan dapat di temukan khalayak yang setuju, ragu-
ragu dan yang menolak. 
Demikian juga dari segi kesediaan khalayak menerima pengaruh 
khususnya inovasi, melalui penelitian dapat di peroleh identifikasi public 
atsu khalayak. Dalam hal ini Schoenfeld dalam Arifin (2004 : 66) 
mengemukakan klarifikasi khalayak sebagai berikut: 
a. Inovator  ataupun penemu ide dalah orang- orangyang kaya akan ide 
baru, dan karenanya mudah atau sukar menerima ide baru orang lain.  
b. Early adopters atau barang yang cepat bersedia untuk mencoba apa 
yang dianjurkan kepadanya .  
c. Early Majority atau kelompok orang-orang mudah menerima ide-ide 
baru asal saja sudah di terima oleh orang banyak. 
d. Mayority atau kelompok dalam jumlah terbanyak yang menerima atau 
menolak ide baru, terbatas pada suatu daerah.  
34 
 
e. Non-adopters ataupun orang-orang yang tidak suka menerima ide baru 
dan mengadakan perubahan –perubahan atas pendapatnya yang 
semula.  
Mengenal pengaruh kelompok dan nilai-nilai kelompok, memang 
merupakan hal yang harus di kenal dan diteliti oleh komunikator untuk 
menciptakan komunikasi yang efektif, sebab manusia hidup dalam dan 
dari kelompoknya. Pada dasarnya komunikasi dilakukan oleh manusia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang baik bersifat 
pribadi maupun yang bersifat sosial. Pemenuhan kebutuhan itu tidak 
lain dari pada usaha manusia mempertahankan dan mengembangkan 
hidupnya. Dengsn kata lain usaha pemenuhan kebutuhan hidup itu 
merupakan perwujudan perjuangan manusia untuk hidup. Hal ini yang 
memotivasi segala aktifitas dan dinamika manusia hidup, termasuk 
dalam memberi reaksi terhadap rangsangan-rangsangan pesan yang 
menyentuhnya.   
2. Menyusun Pesan  
Setelah mengenal khalayak dan situasinya, maka langka selanjutnya dalam 
perumusan strategi, ialah menyusun pesan, yaitu menentukan tema dan 
materi. Syarat utama dalam mempengaruhi kyalayak dari pesan tersebut, 
ialah mampu membangkitkan perhatian. Hal lain yang menyangkut 
menarik perhatian, Willbur Schramm dalam Arifin (2004 : 77) selanjutnya 
mengemukakakan  apa yang di sebut dengan availibity (mudah di peroleh 
) dan contrast (kontras).kedua hal ini adalah menyangkut dengan 
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penggunaan tanda-tanda komunikasi (sign of communication) dan 
pengguna medium.  
Availalibity, berarti isi pesan itu mudah di peroleh sebab dalam 
persoalan yang sama atau orang selalu memilih yang paling mudah, yaitu 
tidak terlalu banyak meminta enegri atau tenaga. Sedang contrast 
menunjukkan, bahwa pesan itu dalam hal menggunakan tanda-tanda dan 
medium memiliki perbedaan yang tajam dengan keadaan sekitarnya. 
Sehingga ia kelihatan atau kedengaran sangat menjolok ialah karena lebih 
menyaring, lebih terang, lebih besar atau merupakan gerak yang tiba-tiba  
dalam keterangan, perubahan pada suara tiba-tiba dalam keterangan, 
perubahan pada.  
Suara tiba-tiba, intensitas, irama, dan sebagainya. Dalam batas-
batas yang mudah diperoleh haruslah diperhatikan cara menkonstruksikan 
segala hal-hal yang menyolok itu. Dan perlu diingat bahwa kelanggengan 
perhatian itu,tidak ditentukan oleh mudahnya di peroleh pesan itu dan 
karena kontrasnya saja melainkan juga karena isi pesan yang dilontarkan.  
3. Menetapkan Metode  
Efektivitas dari suatu komunikasi selain tergantung dari 
kemantapan isi pesan, yang diselaraskan dengan kondisi khalayak dan 
sebagainya,  maka juga akan turut di pengaruhi oleh metode-metode 
penyampaiannya kepada sasaran.Arifin (2004 : 80) menawarkan metode 
komunikasi yang efektif yaitu :  
a. Redundaney (Repetition)  
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Adalah mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang 
pesan kepada khalayak. Dengan metode ini sekalian banyak manfaatnya 
yang dapat ditarik darinya.Manfaat itu antara lain khalayak bahwa 
khalayak akan lebih memperhatikan pesan itu, karena justru berkontras 
dengan pesan yang diulang-ulang, sehingga ia akan lebih banyak 
meningkat  perhatian. 
Manfaat lainnya, ialah bahwa khalayak tidak akan mudah 
melupakan hal yang penting yang di sampaikan berulang-ulang itu. 
Selanjutnya dengan metode repetition ini, komunikator dapat memperoleh 
kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja 
dalam penyampaian-penyampaian sebelumnya.  
b. Canalizing  
Proses canalizing ialah memahami dan meneliti pengaruh 
kelompok terhadap individu atau khalayak. Untuk berhasilnya komunikasi 
ini , maka haruslah dimulai dari memenuhi nilai-nilai dan standar 
kelompok dan masyarakat dan secara berangsur-angsur merubahnya ke 
arah yang dihendaki. Akan tetapi bila hal ini kemudian ternyata tidak 
mungkin, maka kelompok tersebut seacara perlahan-perlahan dipecahkan, 
sehingga anggota-anggota kelompok itu sudah tidak memiliki lagi 
hubungan yang ketat. Dengan demikian pengaruh kelompok akan menipis 
dan akhirnya akan hilang sama sekali. Dalam keadaan demikian itulah 
pesan-pesan akan mudah diterima oleh komunikan.  
c. Informantif  
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Dalam dunia komunikasi massa dikenal salah satu bentuk pesan yang 
bersifat informatif, yaitu suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan mempengaruhi 
khalayak dengan jalan (metode) memberikan penerangan. Penerangan berarti 
menyampaikan sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya, diatas fakta-fakta dan 
data-data yang benar serta pendapat-pendapat yang benar pula. Atau seperti di 
tulis oleh Jawoto dalam Arifin (2004 : 83):  
1) Memberikan informasi tentang facts semata-mata, juga facts 
bersifat kontroversial, atau 
2) Memberikan informasi dan menuntun umum ke arah suatu 
pendapat.  
d. Persuasif  
Persuasif berarti, mempengaruhi dengan jalan membujuk. 
Dalam hal ini khalayak digugah baik baik pikirannya, maupun dan 
terutama perasaanya. Metode persuasif  merupakan suatu cara untuk 
mempengaruhi komunikan.dengan tidak terlalu banyak berpikir kritis, 
bahkan kalau khalayak dapat terpengaruh secara tidak sadar. Justru itu, 
dengan metode persuasif ini, komunikator terlebih dahulu menciptakan 
situasi yang mudah kena sugesti (sugesstible). Untuk terjadinya suatu 
sugesti pada individu atau audience dapat dipermudah dengan jalan : 
a. Menghambat (inhibition)  
b. Memcah belah (dissociation)proses berfikirnya. Hambatan dalam 
proses berfikir dapat terjadi karena:  
1) Kelelahan . 
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2) Perangsang-perangsang emosional .  
c. Edukatif  
Metode edukatif, sebagai salah satu cara mempengaruhi 
khalayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan, dapat 
diwujudkan dalam bentuk pesan yang berisi :  pendapat-pendapat, 
fakta-fakta dan pengalaman-pengalaman. Mendidik berarti 
memberikan sesuatu ide kepada khalayak sesungguhnya, diatas fakta-
fakta, pendapat, atau pengalaman yang dapat di pertanggung jawabkan 
dari segi kebenarannya, dengan disengaja, teratur dan terencana, 
dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia ke arah yang 
diinginkan.   
d. Kursif  
Kursif  berarti mempengaruhi khalayak dengan jalan 
memakasa. Dalam hal ini khalayak dipaksa, tanpa perlu 
berfikirlebih banyak lagi, untuk menerima gagasan-gagasan atau 
ide-ide yang di lontarkan. Oleh karena itu pesan dari komunikasi  
ini selain berisi pendapat-pendapat juga berisi  ancaman-ancaman. 
Metode kursif ini biasanya dimanifekasikan dalam bentuk 
peraturan-peraturan, perintahan-perinthan dan intimidasi-
intimidasi. Dan untuk pelaksanannya yang lebih lancar biasanya 
dibelakanginya berdiri suatu kekuatan. Yang cukup tangguh.  
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4. Seleksi dan Penggunaan Media  
Penggunaan media sebagai alat penyalur ide, dalam rangka 
merebut pengaruh dalam masyarakat, dalam abad ke- 20 ini, adalah suatu 
hal yang merupakan keharusan. Sebab selain media massa dapat 
menjangkau jumlah besar khalayak, juga dewasa ini rasanya kita tak dapat 
lagi hidup  tanpa surat kabar, radio,film,dan mungkin juga flem dan 
mungkin juga televisi. Dan agaknya alat-alat itu kini betul-betul telah 
muncul sebagai alat komunikasi massa yang sejati yang selain berfungsi 
sebagai alat penyalur, juga mempunyai fungsi sosial yang kompleks. 
Sebagaimana menyusun pesan dari suatau komunikasi yang ingin 
dilancarkan, kita kita harus selektif, dalam arti menyusaikan keadaan dan 
kondisi khalayak, maka dengan sendirinya dalam penggunaan mediapun, 
harus demikian pula. Justru itu, selain kita harus berfikir dalam jalinan  
faktor-faktor komunikasi sendiri juga harus dalam hubungannya dengan 
situasi sosial, psikologi, harus diperhitungkan pula.  
Hal ini karena masing-masing medium tersebut mempunyai 
kemampuan dan kelemahan-kelemahan tersndiri sebagai alat.  
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GAMBAR 1.5 
MODEL KOMUNIKASI KONVERGENSI OLEH KINCAID DAN 
ROGERS 
 
Komunikasi sebagai sesuatu proses yang memusat menuju ke arah 
pengertian bersama, menurut  Kincaid dapat dicapai meski kebersamaan 
pengertian pada suatu objek ataupun pesan tidak pernah sempurnah secara 
penuh. Hal ini disebabkan karena tidak pernah ada dua orang yang 
memilki pengalaman yang sama betul. Antara mereka dapat mencapai 
kebersamaan pengertian melalui pendekatan yang lebih erat, yakni dengan 
toleransi pada tingkat yang lebih tinggi. 
Model komunikasi yang terlihat pada Gambar 12 mencerminkan 
sifat memusat yang terjadi dari pertukaran informasi yang melingkar 
(cyclical).  
Pada Gambar 12 dapat di lihat bahwa proses komunikasi dimulai 
“dan kemudian...” yang mengingatkan kepada kita bahwa sesuatu telah 
terjadi sebelum kita mulai mengamati suatu kejadian. 
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Pelaku A mungkin saja mempertimbangkan kejadian ini atau 
sebaliknya sebelum ia melakukan komunikasi (1.1) dengan B. Informasi di 
ciptakan dan di kirim oleh A tadi kemudian dispersepsi oleh B. Reaksi B 
terhadap informasi itu di lanjutkan (1.2) sebagai informasi baru kepada A, 
lalu di kirim (1.3) kepada B dengan topik yang sama. B yang menerima 
informasi ini , kemudian melanjutkan (1.4) sampai keduanya mencapai 
kebersamaan penting terhadap objek yang di bicarakan itu. 
Dalam proses komunikasi yang memusat, saetiap pelaku berusaha 
mentafsirkan dan memahami informasi yang di terimanya dengan sebaik-
baiknya. Dengan demikian, pelaku komunikasi dengan baik kepada orang 
lain. Oleh karena itu, dalam model yang berdiri sendiri dari mana dan arah 
kemana, melainkan peroleh kepuasan atas pengertian bersama terhadap 
sesuatu informasi searah, melainkan suatu proses yang interaktif menyatu, 
dan partisipatif. Kata Hernando Gonzles(1985). 
5. Strategi Komunikasi Dalam Kampanye  
 Tujuan komunikasi dilihat dari berbagai aspek kedalam kampanye dan 
propaganda, baik untuk keperluan promosi maupun publikasi. Misalnya, tujuan 
komunikasi dalam dunia periklanan (advertising comunication) adalah selain 
memberikan informasi suatu produk yang dikampanyekan, juga menitikberatkan 
bujukan (persuasif) dan menanamkan awareness dalam benak konsumen sebagai 
upaya memotifasi pembelian. Pemasaran (marketing) beruapaya meluaskan 
perasan suatu produk, sedangkan kampanye PR (public relation campaign)  dalam 
berkomunikasi bertujuan meningkatkan pengatahuan, pengertian, pemahaman, 
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kesadaran, minat, dan dukungan dari berbagai pihak untuk memperoleh citra bagi 
lembaga atau organisasi yang diwakilinya. 
Jadi, strategi itu pada hakikatnya adalah suatu perencanaan(planning) dan 
manajemen (manangement) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik 
operasionalnya. Komunikasi secara efektif adalah sebagai berikut: 
a) To secure understanding  
Untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam 
berkomunikasi. 
b) To establish acceptance  
Bagaimana cara permintaan itu terus di bina dengan baik. 
c) To motive action  
Penggiatan untuk memotivasinya. 
d) The goals which the communicator sought to achieve  
Bagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak 
komunikator dari proses komunikasi tersebut. 
Peristiwa dalam proses komunikasi kampanye ini melibatkan konseptor 
(coneption skill) , teknisi komunikasi (technicall skill) dan komunikator dengan 
segala kemampuan komunikasi (commication skill) untuk mempengaruhi 
komunikan dengan dukungan berbagai aspek teknik dan praktis operasional dalam 
bentuk perencanan yang takstis dan strategik untuk mencapai tujuan terntu. 
Kondisi mendukung sukses tidaknya penyampian pesan (message) 
tersebut dalam berkampanye,menurut Wilbur Schram di dalam bukunya, The 
Process dan Effects Of Mass Communications, yaitu sebagai berikut :  
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a) Pesan dibuat demikian rupa dan selalu menarik perhatian. 
b) Pesan dirumuskan melalui lambang-lambang yang mudah 
dipahami atau dimengerti oleh komunikan.  
c) Pesan menimbulkan kebutuhan pribadi dari komunikannya. 
d) Pesan merupakan kebutuhan yang dapat di penuhi, sesuai dengan 
situasi dan keadaan kondisi dari komunikan. 
Pesan tersebut berupa ide,pikiran, informasi, gagasan dan perasaan. 
Pikiran dan perasaan tersebut tidak mungkin dapat di ketahui komunikan jika 
tidak menggunakan “suatu lambang yang sama-sama dimengerti”. 
Menurut pendapat William Abig, definisi komunikasi dalam kampanye itu 
: “suatu pengoperan lambang-lambang yang bermakna antara individu”. 
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BAB III 
             GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Instansi 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar ialah 
salah satu instansi yang dibentuk dengan harapan dapat mempercepat upaya 
mensejahterakan masyarakat Makassar, baik masyarakat maupun aparatur 
pemerintah melalui perluasan kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam 
kegiatan mempermudah mensosialisasikan tata cara perizinan usaha kepada 
masyarakat, yang dilaksanakan mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang dibutuhkan guna meningkatkan profesionalisme pegawai dan 
masyarakat untuk mampu bekerja sebagai wirausaha yang mandiri. 
Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 
6 Tahun 2014, tugas dan fungsi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar (BPTPM)  adalah antara lain merumuskan kebijakan teknis 
Mensosialisasikan tata cara perizinan usaha terpadu dibidang perizinan, non 
perizinan dan penanaman modal, baik untuk masyarakat maupun 
aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi daerah. 
1.      Tugas Pokok dan Fungsi BPTPM Kota Makassar 
            Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar yang di 
bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar 
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(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7) dan Peraturan Walikota 
Nomor 20 tentang Tata Cara Pembentukan Izin di Kota Makassar. 
            Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab Kepala Walikota 
Makassar, maka Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
mempunyai tugas membantu Walikota Makassar di dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah di Bidang Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, 
dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: 
a.       Tugas Pokok : 
Bahwa dalam rangka efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas 
Pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota 
Makassar dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2013 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. 
b.      Fungsi : 
1)      Penyusunan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan penanaman modal ; 
2)      Penyusunan, perumusan dan penetapan program serta kebijakan 
di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; 
3)      Penyelenggaraan pelayanan di bidang penananman modal dan 
pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 
4)      Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan perizinan 
dan non perizinan di bidang penanaman modal ; 
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5)      Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
di bidang perizinan dan non perizinan ; 
6)      Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan Komunikasi, pemrosesan 
atau pengolahan dan pelaporan penyelenggaran perizinan dan non 
perizinan. 
7)      Pelaksanaan pelayanan pengaduan dan melakukan penyelesaian 
atas pengaduan  
8)      Penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi 
kewenangan Badan Perizinan Terpadu dan Penananman Modal ; 
9)      Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan dan non perizinan, termasuk koordinasi pengkajian teknis 
perizinan melalui Tim teknis. 
10)  Perumusan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan 
pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya ; 
11)  Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis 
operasionalpengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan 
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ; 
12)  Pelaksanaan kesekretariatan ; 
13)  Pembinaan Unit Pelaksana teknis dan tenaga fungsional. 
B.   Visi dan Misi BPTPM Kota Makassar 
Adapun Visi dan Misi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar yakni VISI : 
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“Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif Bagi Semua Melalui 
Penyelenggaraan Perizinan Dan Penanaman Modal Yang Berkelas Dunia”. 
Sedangkan MISI Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah 
sebagai berikut : 
1.      Meningkatkan standar dan mutu pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 
yang transparan akuntabel dan bebas korupsi. 
2.      Modernisasi pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal melalui penerapan 
teknologi Komunikasi. 
3.      Meningkatkan kompetensi Aparatur BPTPM melalui penerapan sistem 
penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). 
4.      Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan daya saing inverstasi. 
C.   Struktur Organisasi BPTPM Kota Makassar 
Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar sebagai berikut: 
1.      Kepala Badan 
Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok 
sesuai Kebijaksanaan Walikota dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendaliakan 
tugas-tugas Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai 
fungsi : 
a.       Penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pelayanan 
administrasi perizinan dan peningkatan pelayanan izin-izin kepada 
masyarakat; 
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b.      Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan bidang 
penerbitan izin-izin yang telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait; 
c.       Penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan pungutan 
biaya perizinan dan pembukuan; 
d.      Penyusunan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pengkoordinasian 
dan penyusunan program pendataan izin dan pembuatan laporan izin yang 
telah diterbitkan; 
e.       Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
2.      Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi 
seluruh satuan kerja di Lingkungan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal. 
Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai 
berikut: 
a.       Pengelolaan ketatausahaan Badan; 
b.      Pelaksanaan urusan kepegawaian Badan; 
c.       Pelaksanaan urusan keuangan Badan; 
d.      Pelaksanaan urusan perlengkapan Badan; 
e.       Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga Badan. 
1)      Subbagian Umum dan Kepegawaian 
Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis 
ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan 
rumah tangga Badan. 
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2)      Subbagian Keuangan 
Mempunyai tugas menyusun rencana kerja serta melaksanakan tugas 
teknis keuangan. 
3)      Subbagian Perlengkapan 
Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis 
perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang. 
3.      Bidang Pelayanan Perizinan 
Bidang Pelayanan Perizinan mrempunyai tugas menyusun rencana, 
meneliti berkas pemohon dan melakukan koordinasi sesuai ketentuan yang telah 
ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas, bidang pelayanan menyelenggarakan 
fungsi : 
a.       Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pelayanan Perizinan; 
b.      Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pelayanan Perizinan; 
c.       Perumusan bahan/data dan informasi untuk menyusun program Bidang 
Pelayanan Perizinan;  
d.      Penyusunan perencanaan Bidang Pelayanan Perizinan; 
e.       Pelaksanaan monitoring program Bidang Pelayanan Perizinan; 
f.       Penginventarisasian permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-
langkah  pemecahannya; 
g.      Pengevaluasian pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai sasaran 
yang telah ditetapkan; 
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h.      Pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan bidang Pelayanan 
Perizinan; 
i.        Pengkoordinasian internal dengan sekretaris, bidang-bidang serta 
koordinasi eksternal dengan satuan kerja terkait dalam penyusunan rencana dan 
program Bidang Pelayanan Perizinan; 
j.        Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
1)      Subbidang Informasi dan Pengaduan 
Mempunyai tugas menyusun rencana, mengolah bahan dan data terkait 
informasi dan pengaduan terkait perizinan. 
2)      Subbidang Pendaftran dan Penyerahan Perizinan 
Mempunyai tugas menyusun rencana, meneliti berkas pemohon, 
melakukan penginputan dan proses penerbitan izin serta melakukan koordinasi 
sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam melaksnakan tugasnya. 
4.      Bidang Pengolahan Perizinan 
Bidang Pengolahan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pemrosesan 
penerbitan rekomendasi perizinan dan non perizinan serta penetapan SKRD. 
Bidang pengolahan perizinan menyelenggarakan fungsi: 
a.      Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen  
         Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengolahan Perizinan;  
b.      Perumusan bahan/data dan komunikasi untuk menyusun program     
         pembangunan di bidang Pengolahan Perizinan; 
c.       Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pengolahan Perizinan; 
d.      Penyusunan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Perizinan; 
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e.      Pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja Bidang Pelayanan Perizinan; 
f.      Pelaksanaan mensosialisasikan perizinan ; 
g.     Pelaksanaan rapat-rapat dengan Tim Teknis yang berkaitan dengan  
         permohonan izin; 
h.      Pengkoordiniran pengolahan data perizinan; 
i.       Pengkoordiniran pelaksanaan peninjauan lokasi/lapangan terhadap   
         permohonan izin dan pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan; 
j.        Pengkoordiniran pelaksanaan proses perijinan, dan persiapan konsep Surat  
         Keputusan Perizinan; 
k.      Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bidang  
         mensosialisasikan perizinan; 
l.        Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan kegiatan  
         di Bidang mensosialisasikan Perizinan. 
m.     Menyiapkan bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan administrasi  
         mensosialisasikan perizinan; 
n.      Melaksanakan Mensosialisasikan tata cara perizinan usaha  legalisasi  
         perizinan; dan pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
5.      Bidang Penanaman Modal 
Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengakajian, 
penelitian dan promosi potensi daerah, penyusunan profil investasi daerah dalam 
rangka kerjasama antar daerah dalam luar negeri. bidang penanaman modal 
menyelenggarakan fungsi : 
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a.    Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanaman Modal; 
b.    Melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan penanaman modal 
daerah; 
c.    Melaksanakan pengkajian dan penelitian mengenai potensi penanaman 
modal daerah; 
d.   Melaksanakan penyusunan profil investasi daerah; \ 
e.    Melaksanakan penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan 
potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha 
unggulan/prioritas; 
f.     Melaksanakan konsultasi, bimbingan dan pengendalian  teknis 
pemberian persetujuan proyek baru, perluasan PMDN dan perubahan atas 
bidang usaha/proyek yang menjadi kewenangan daerah; 
g.    Melaksanakan pengumpulan dan mengsistematisasikan data peruntukan 
tanah sesuai dengan rencana tata kota dan rencana tata guna tanah; 
h.    Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penanaman modal serta penggunaan fasilitas penanaman modal; 
i.      Melaksanakan promosi potensi daerah; 
j.      Melaksanakan kerjasama antar daerah dalam dan luar negeri dalam 
bidang penanaman modal;  
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1)   Subbidang Pengkajian dan Pengembangan 
Mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan pengkajian dan 
penelitian potensi daerah, menyusun profil investasi daerah serta 
menyusun laporan. 
2)   Subbidang Promosi dan Investasi 
Mempunyai tugas menyusun rencana dan mendorong pengembangan 
dunia usaha serta transformasi potensi daerah menjadi kekuatan ekonomi 
melalui promosi potensi dan peluang investansi di dalam negeri dan luar 
negeri. 
6.   Bidang Data dan Pengendalian 
Bidang Data dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan data, dokumentasi dan penerapan telnologi informasi dan regulasi, 
monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan penanaman modal. Bidang data 
dan pengendalian menyelenggarakan fungsi : 
a.       Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Data dan Pengendalian; 
b.      Penyusunan bahan pengelolaan Data, Dokumentasi dan Penerapan teknologi 
informasi; 
c.       Pengelolaan regulasi pelayanan perizinan dan penanaman modal; 
d.      Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan penanaman 
modal; Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
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1)      Subbidang Data, Dokumentasi dan Penerapan Teknologi Informasi 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, dokumentasi dan 
penerapan teknologi informasi. 
2)      Subbidang Regulasi, Monitoring dan Evaluasi Mempunyai tugas 
menyusun rencana, mengumpulkan data dan bahan terkait regulasi, 
monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan penanaman modal. 
7.      Keadaan Sumber Daya Manusia BPTPM Kota Makassar. 
Dalam penunjang tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar salah satu faktor yang penting adalah faktor 
sumber daya manusia aparatur. Adapun jumlah PNS yang dipekerjakan pada 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tahun 2014 ialah 
sebanyak 87 orang. Dengan presentase 44 tenaga kontrak dan 43 pegawai negeri 
sipil. 
Pegawai merupakan salah satu kunci pokok dalam pelaksanaan tugas atau 
pekerjaan organisasi untuk melaksanakan  tuntutan tugas atau pekerjaan tersebut. 
Untuk mengetahui keadaan pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar dapat dilihat sebagai berikut : 
1.      Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Dalam pelaksanaan tugas selain jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh 
sebuah instansi atau organisasi, dalam pelaksanaan tugas juga membutuhkan 
adanya kemampuan dan keterampilan dari pegawai. Adapun tingkat pendidikan 
yag dimiliki oleh pegawai Badan Perizinan  Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya : 
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TABEL 1.1 
PERSENTASE PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 
No.      Jenis Pendidikan   Laki-Laki     Perempuan       Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
S2 
S1 
D3 
SLTA 
SLTP 
5 
17 
2 
16 
1 
8 
24 
3 
10 
1 
13 
41 
5 
26 
2 
                    Jumlah 41 46 87 
 
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pegawai Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kota Makassar paling banyak memiliki tingkat pendidikan 
S1 dengan jumlah 41 orang, kemudian tingkat pendidikan SLTA dengan jumlah 
26 orang, tingkat pendidikan S2 dengan jumlah 13 orang, tingkat pendidikan D3 
dengan jumlah 5 orang dan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP 
ialah 2 orang. 
2.      Pegawai Berdasarkan Golongan 
Adapun jumlah pegawai pegawai Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar terdiri dari beberapa golongan yaitu golongan 
II, III, dan golongan IV. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 
halamanselanjutnya: 
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TABEL 1.2 
KLASIFIKASI TINGKAT PANGKAT/GOLONGAN PEGAWAI BPTPM 
KOTA MAKASSAR 
No.             Gologan    Laki-Laki    Perempuan      Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
IV/c 
IV/b 
IV/a 
IV/d 
III/c 
III/b 
III/a 
III/d 
II/c 
II/b 
II/a 
Tenaga Kontrak 
- 
1 
4 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
- 
19 
1 
- 
2 
3 
6 
2 
1 
1 
- 
4 
1 
25 
1 
1 
6 
7 
8 
4 
4 
3 
2 
6 
1 
44 
  Jumlah 41 46 87 
(Sumber :Badan Perizinan Terapadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, 
2015) 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pegawai 
berpangkat/golongan IV berjumlah 8 orang, pegawai berpangkat/golongan III 
berjumlah 23 orang, pegawai berpangkat/golongan II berjumlah 9 orang, dan 
jumlah tenaga kontrak 44 orang. 
6. Konsep Sosialisasi 
Badan Perizinan mengunakan cara konsep sosialisasi dengan mengadakan  
wortkshop sosialisasi dengan mengundang  komunitas seperti HIPMI (Himpunan 
Pengusahan Muda Indonesia) dan REI (Real Estate Indonesia ). Workshop 
sosialisasi ini menghadirkan pemateri  Pengusaha Sukses yang sesuai dan 
kompeten. Dan juga mengahadirkan Kepala Badan Perizinan Usaha di Badan 
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Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. Biasanya dilakukan di 
Hotel. 
Tata Cara Sosialisasi : 
Pengusaha yang ingin membuat surat izin usaha mendatangi Kantor Badan 
Perizinan Usaha di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar untuk mengambil dan mengisi blanko pendaftaran izin usaha yang telah 
disediakan. Selanjutnya, pengusaha membayar biaya administrasi izin usaha. 
Kemudian tim dari Badan Perizinan Usaha di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal turun kelapangan untuk melakukan pengecekan lapangan. 
Selanjutnya, jika berkas pengusaha telah sesuai dengan tinjauan lapangan, 
pengusaha diminta menunggu selama satu minggu. Lalu pengusaha kembali ke 
Kantor Badan Perizinan Usaha di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar untuk mengambil berkas yang telah terbit. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.    Hasil Penelitian 
1.      Hasil Menyosialisasikan Tata Cara Perizinan Usaha 
Menyosialisasikan tata cara perizinan usaha terpadu  merupakan suatu 
mensosialisasikan tata cara perizinan usaha yang sangat kompleks, perizinan 
merupakan salah satu aspek penting dalam mensosialisasikan tata cara perizinan 
usaha publik. 
Kualitas pelayanan publik di bidang perizinan usaha memainkan peranan 
penting dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. 
Kualitas mensosialisasikan tata cara perizinan usaha sendiri juga dapat 
diidentifikasi dari peraturan pemerintah daerah dalam mendukung sekaligus 
memberikan legitimasi lembaga perizinan didaerah untuk memberikan 
mensosialisasikan tata cara perizinan usaha secara lebih efisien dan efektif. 
Dalam hal penyediaan mensosialisasikan tata cara perizinan usaha, 
petugas birokrasi seringkali memberikan prosedur yang sangat rumit dan 
cenderung berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta 
tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. 
Jika mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat 
menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan. 
Keberadaan Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota 
Makassar  diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, dunia 
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usaha dan juga pemerintah itu sendiri. Bagi masyarakat, dengan adanya Badan 
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar masyarakat dapat 
memperoleh mensosialisasikan tata cara perizinan usaha publik yang lebih baik 
serta  mendapatkan kepastian dan jaminan hukum serta kemudahan dalam 
perizinan usaha. Sementara itu keberadaan Kantor Dinas Perizinan Kota Makassar 
mampu mengurangi beban administratif, karena mensosialisasikan tata cara 
perizinan usaha yang lebih efisien dan efektif  sehingga mengurangi beban satuan 
kerja perangkat daerah (SKPD) lain serta menghindari adanya duplikasi 
mensosialisasikan tata cara perizinan usaha perizinan dan non perizinan, selain itu 
juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) 
karena masyarakat akan semakin  percaya dengan pelayanan publik pemerintah 
khususnya Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar. 
Metode Pelayanan Perizinan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mensosialisasikan tata cara 
perizinan usaha Satu Atap (PTSA), dari 2 (dua) metode mensosialisasikan tata 
cara perizinan usaha tersebut sama baiknya tetapi Pemerintah Kota Makassar 
menggunakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan membentuk 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2012 dan sekarang berubah 
kantor menjadi Dinas Perizinan  sejak tahun 2014. 
Upaya dalam memberikan mensosialisasikan tata cara perizinan usaha 
publik yang berkualitas yang merupakan harapan masyarakat dan sekaligus tujuan 
dari Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal. Maka dari itu, diperlukan 
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Strategi Komunikasi pelayanan publik mengenai prosedur, kepastian waktu dan 
biaya pelayanan agar pelayanan dapat berjalan optimal. 
Strategi Komunikasi dalam Mensosialisasikan Tata Cara Perizinan Usaha 
di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar yang 
dianalisis meliputi prosedur sosialisasikan tata cara perizinan usaha, prasyarat 
mensosialisasikan tata cara perizinan usaha, perincian biaya mensosialisasikan 
tata cara perizinan usaha, waktu penyelesian sosialisasikan tata cara perizinan 
usaha, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, janji mensosialisasikan 
tata cara perizinan usaha, standar mensosialisasikan tata cara perizinan usaha dan 
lokasi mensosialisasikan tata cara perizinan usaha sebagai indikator pengukur 
yang dideskripsikan sesuai dengan pernyataan/persepsi dai beberapa informan 
tentang strategi komunikasi dinas perizinan kota makassar. 
Strategi komunikasi dan penyelenggaraan sosialisasikan tata cara perizinan 
usaha publik adalah pelaksaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi 
masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan Komunikasi. Pemberi 
layanan harus dapat memberikan Komunikasi secara jelas kepada masyarakat agar 
masyarakat dapat turut andil dalam rangka pengawasan akan kebijakan -kebijakan 
yang dibuat oleh instansi terkait. Hal ini dapat berimplikasi terhadap rasa nyaman 
yang didapat oleh masyarakat selaku pengguna sosialisasikan tata cara perizinan 
usaha. 
Strategi penyelenggaraan mensosialisasikan tata cara perizinan usaha juga 
mensyaratkan bahwa pelaksana Mensosialisasikan tata cara perizinan usaha 
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publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan komunikasi yang relevan 
dengan kegiatan mensosialisasikan tata cara perizinan usaha. Pemberi 
sosialisasikan tata cara perizinan usaha harus siap menerima saran dan kritikan, 
terutama dari masyarakat yang merupakan kebutuhan utama agar aparatur 
memahami aspirasi riil masyarakat.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Taufik Rahmat, SE., MSi 
Kepala Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal, menyatakan bahwa: 
“Pemberian komunikasi tentang kebijakan dan perencanan memang kami 
belum sebarkan kepada masyarakat. Hal ini karena kantor ini yang masih 
baru dan pegawai-pegawai yang masih baru jadi masih sementara dalam 
proses pengerjaan pemberian informasinya”  
  
Hal senada juga dilontarkan oleh pengguna layanan Bapak Ruslan R, menyatakan 
bahwa: 
“Mengenai proses perencanaan dan kebijakan - kebijakan yang ada di 
kantor ini belum diketahui masyarakat, belum pernah kami melihat yang 
seperti itu.”  
“Proses perencanaan dan pembuatan kebijakan kami  belum pernah 
menemukannya di kantor ini, pemberian Komunikasi di web kantor ini pun 
cuma persyaratan administrasi dan prosedurnya.”  
 
  Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di 
Kantor Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar 
dapat dikatakan bahwa keterbukaan manajemen dan penyelenggaraan 
pelayanan publik di Kantor Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 
Modal Kota Makassar belum sepenuhnya transparan dalam 
pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari ketidak tahuan masyarakat akan 
proses perencanaan, kebijakan-kebijakan yang ada di Badan Perizinan 
Terpadu Dan Penanaman Modal  Kota Makassar. 
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Strategi dalam konteks peyelenggaraan mensosialisasikan tata cara 
perizinan usaha publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh   semua 
pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah 
dimengerti. Jadi secara konseptual, strategi dalam penyelenggaraan 
mensosialisasikan tata cara perizinan usaha publik adalah segala kegiatan 
sosialisasikan tata cara perizinan usaha yang dilaksanakan oleh penyeleggara 
sosialisasikan tata cara perizinan usaha publik sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan penerima sosialisasikan tata cara perizinan usaha maupun pelakasanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai 
dan mudah dipahami oleh penerima kebutuhan mensosialisasikan tata cara 
perizinan usaha. 
Prosedur mensosialisasikan tata cara perizinan usaha merupakan rangkaian 
kegiatan yang harus dilakukan oleh pengguna layanan untuk memenuhi 
persyaratan atau aturan yang dimiliki untuk mengurus surat izin. Setiap pengguna 
sosialisasikan tata cara perizinan usaha mengharapakan bisa melewati prosedur 
yang mudah dan sederhana dalam menerima mensosialisasikan tata cara perizinan 
usaha. 
Prosedur mensosialisasikan tata cara perizinan usaha dalam hal ini, 
merujuk kepada suatu keadaan dimana berbagai prosedur untuk mendapatkan 
mensosialisasikan tata cara perizinan usaha menjadi jelas kepada pengguna 
mensosialisasikan tata cara perizinan usaha sehingga pengguna mensosialisasikan 
tata cara perizinan usaha dengan mudah memahami berbagai prosedur yang harus 
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dilalui dalam pemberian sosialisasikan tata cara perizinan usaha. Keadaan seperti 
ini akan membuat para pengguna sosialisasikan tata cara perizinan usaha 
mematuhi berbagai prosedur mensosialisasikan tata cara perizinan usaha yang 
ditentukan. Prosedur mensosialisasikan tata cara perizinan usaha yang lengkap 
dan terperincikan serta dipahami dan diaplikasikan dengan baik akan 
mempermudah proses mensosialisasikan tata cara perizinan usaha yang 
dilaksanakan. 
 
Tata Cara Perizinan : 
Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota 
Makassar  menetapkan standar untuk mekanisme penyelenggaraan perizinan. 
Untuk  prosedur  penyelenggaraan perizinan Badan Perizinan Terpadu Dan 
Penanaman Modal telah menentukan standar sebagai berikut: 
a.       Pemohon mendatangi bagian Komunikasi untuk memperoleh 
informasi seputar izin yang akan di butuhkan beserta syarat-syaratnya; 
b.      Bagian Komunikasi memberikan formulir pendaftaran untuk 
diisi  oleh pemohon; 
c.       Pemohon mengajukan formulir pendaftaran dan berkas permohonan 
di loket pendaftaran; 
d.      Pegawai di loket pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan 
berkas pemohonan, berkas yang lengkap akan diregistrasi dan selanjutnya 
pemberian nomor register dan tanda terima sedangkan berkas yang tidak 
lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 
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e.       Loket Pelayanan (Badan Perizinan ) akan mengadakan validasi 
dokumen berkas, jika dinyatakan valid maka dijadwalkan untuk 
mengadakan rapat dan peninjauan lapangan Tim Teknis. 
f.       Tim Teknis mengadakan peninjauan lokasi dengan membuat Berita 
Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dan mengadakan Rapat Tim 
Teknis, apabila : 
1)      Dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang 
dituangkan dalam rekomendasi Tim Teknis. 
2)      Dinyatakan tidak layak, maka berkas permohonan 
dikembalikan disertai surat alasan yang diketahui oleh Tim Teknis. 
g.      Tim teknis menyerahkan Rekomendasi beserta lampirannya berupa BAPL 
SKRD dan SSRD di Loket Pelayanan untuk diproses lebih lanjut serta 
menghubungi pemohon untuk melakukan pembayaran Retribusi di Loket Bank 
Sulsel berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dari tim teknis. 
h.      Selanjutnya Loket Pelayanan melakukan input data dan pencetakan naskah 
surat izin. 
i.        Bidang Pelayanan Perizinan melakukan koreksi dan paraf Surat Izin 
j.        Kepala Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal melakukan 
penandatanganan surat izin. 
k.      Pemohon menerima Surat Izin di Loket Penyerahan Izin. 
Mekanisme mensosialisasikan tata cara perizinan usaha perizinan 
dianggap telah lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya yang mengharuskan 
masyarakat untuk mendatangi banyak kantor yang bisa memilki prosedur berbeda 
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di  setiap instansi. Sudah menjadi kewajiban bagi pegawai yang bertugas di 
bagian  front office untuk bukan hanya melayani tetapi juga membantu 
masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan. 
Menurut hasil wawancara dengan A. Muh. Gari Baldi, SE selaku Kepala Bidan 
Pelayanan Perizinan bahwa : 
“Segala hal mengenai prosedur sudah kami berikan kepada masyarakat. 
Kami juga telah memasang alur-alur pengurusan surat izin di berbagai 
tempat di kantor ini. Masyarakat datang untuk mendaftar dan melengkapi 
berkas setelah  turun rekomendasi dari tim teknis langsung kami hubungi 
untuk membayar di bank , kantor yang didatangi Cuma kantor ini jadi 
sudah tidak ribet”.  
 
Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan Ibu Ir. Hj. Dahlia Kantoro, MSi 
selaku Sekertaris, bahwa 
“Pada dasarnya semua prosedur di kantor ini sama, semua pelanggan 
yang datang memohon untuk membuat surat izin  usaha hampir 
prosedurnya sama cuma persyaratannya berbeda. Mereka isi formulir lalu 
lengkapi berkas yang ada di persyaratan lalu kalau adami turun 
rekomendasinya  tinggal bayar di bank. Alur-alur pembuatan suratnya 
juga sudah kami tempel di ruang tunggu”.  
 
 Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Bapak Ibrahim narasumber dari 
masyarakat, menyatakan bahwa: 
“Alur prosedurnya sudah ada di terpajang di kantor dan sekarang sudah 
lumayan lancar,tidak perlu banyak kantor yang didatangi”.  
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur 
pelayanan di Kantor Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota 
Makassar sudah dipublikasikan dengan baik dan dapat dipahami oleh pengguna 
sosialisasikan tata cara perizinan usaha dalam membuat surat izin dan juga dari 
hasil observasi langsung yang dilakukan, menunjukkan bahwa  prosedur yang 
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diterapkan  oleh Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota 
Makassar  pada masyarakat dianggap telah lebih baik dan cukup  jelas. Karena 
masyarakat di arahkan oleh petugas pemberi sosialisasikan tata cara perizinan 
usaha untuk mengurus dan menjalankan prosedur  yang diberikan.  Berkat 
mensosialisasikan tata cara perizinan usaha satu pintu pula jadi birokrasi yang 
dilalui hanya Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal itu sendiri. Jadi 
masyarakat tidak perlu ke kantor dinas yang berkaitan dengan surat izin usahanya. 
Persyaratan Teknis dan Tata Cara Perizinan Usaha merupakan prasyarat 
pelayanan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mendapatkan pelayanan 
sesuai dengan jenis pelayanan  yang dibutuhkan. Agar persyaratan teknis dan Tata 
Cara Perizinan Usaha dapat dipenuhi dengan baik oleh pengguna layanan maka 
kejelasan tentang persyaratan-persyaratan tersebut sangat diperlukan. Melalui 
persyaratan teknis dan Tata Caranya yang diterapkan akan  memperlancar proses 
pelayanan sesuai dengan tatalaksana pelayanan yang ditetapkan dan akan 
berdampak pada hasil pelayanan yang prima. 
Persyaratan Teknis dan Taca Cara Perizinan Usaha yang sederhana dan 
mudah dipahami oleh masyarakat dan akan mempermudah pelanggan 
atau  pengguna layanan dalam memahami dan memenuhinya sebagai konsekuensi 
dari kebutuhan akan pelayanan yang harus dipatuhi. 
Menurut hasil wawancara dengan Bapak A. Muh. Gari Baedi Azis, SE. Selaku 
Subbidang Pelayanan Perizinan, menyatakan bahwa: 
“Segala bentuk Tata Cara Perizinan Usaha sudah dipublikasikan pada 
masyarakat. Sudah dibuatkan brosur-brosur yang disiapkan di bagian 
depan kantor  tentang perihal apa saja yang harus disiapkan untuk 
mengurus surat izin. Jadi tinggal masyarakat siapkan persyaratannya”. 
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Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan Bapak Drs. Andi Momang Tisi. 
selaku sub bidang Penanaman Modal : 
“Masalah persyaratan sudah disiapkan beberapa papan informasi di 
bagian depan kantor, jadi kalau masyarakat mau urus surat izinnya 
langsung dapat melihat persyaratannya. Kami juga sudah berikan dalan 
bentuk website, jadi masyarakat tanpa harus ke kantor sudah dapat 
mengetahui apa mengenai kantor ini”.  
 
Hal senada juga dilontarkan oleh Bapak Ruslan selaku pengguna layanan, 
menyatakan bahwa: 
“Bentuk keterbukaan persyaratannya sudah bagus, sudah ada 
pemberitahuan di kantornya, persyaratannya juga tidak dipersulit” 
 
Kemudian pernyataan Bapak  Imran  dan Ibu Syamsiah  selaku pengguna layanan, 
bahwa: 
“Persyaratannya administrasinya mudah dibaca, sudah terpajang di 
kantor ini. Jadi tinggal dilengkapi persyaratannya.persyaratan urus surat 
izin usahanya tidak terlalu banyak, hanya perlurekomendasi dari lurah 
dan persyaratan teknis lainnya”. 
  
Berdasarkan petikan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 
proses pemberian Komunikasi mengenai persyaratan teknis dan tata cara perizinan 
usahpa mengenai pelayanan surat izin usaha di Badan Perizinan Terpadu Dan 
Penanaman Modal  Kota Makassar sudah berjalan dengan baik, berdasarkan hasil 
pengamatan  di lokasi penelitian menunjukkan keseriusan pegawai dalam 
melayani masyarakat dengan pemberian komunikasi mengenai persyaratan teknis 
dan tata caranya sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan banyaknya 
banner  yang dipajang di ruangan kantor Badan Perizinan Terpadu Dan 
Penanaman Modal Kota Makassar. 
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            Keseluruhan biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu bentuk 
perizinan usaha harus dirinci dengan jelas sehingga, pengguna Tata Cara 
Perizinan Usaha tidak bertanya-tanya tentang keseluruhan biaya yang harus 
dikeluarkan untuk mendapatkan suatu bentuk tata cara perizinan usaha. Kejelasan 
ini akan memudahkan pengguna izin memahami dengan jelas keseluruhan biaya 
perizinan usaha yang dibutuhkan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan 
terhadap biaya tata cara perizinan usaha yang ditetapkan. Perincian biaya tata cara 
perizinan usaha yang jelas dan tepat sangat membangun kepercayaan pengguna 
perizinan usaha dalam memenuhi biaya  yang dikenakan dalam izin usaha. 
Para pemberi tata cara perizinan usaha yang mampu memberikan perincian 
biaya tata cara perizinan usaha yang ditujukan untuk melayani setiap pengguna 
perizinan yang selalu berkepentingan dalam hal perizinan usaha, jelas akan 
mencerminkan mekanisme yang teratur dalam ketetapan biaya operasional 
perizinan usaha yang mudah dipahami dan dapat dipenuhi oleh pengguna izin 
usaha yang dikenakan biaya tata cara perizinan usaha secara sosialisasi atas jasa 
tata cara perizinan usaha yang diberikan. Dari kejelasan dan ketepatan biaya yang 
diwujudkan dalam hal perizinan usaha akan memberikan nilai yang positif dari 
suatu jasa tata cara perizinan usaha yang diberikan dan dirakan pula oleh kedua 
belah pihak baik yang memberikan tata cara perizinan usaha maupun pengguna 
layanan sebagai suatu penghargaan. 
Menurut hasil wawancara dengan Bapak H. Taufik Rahman, SE., MSi selaku 
Kepala Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal, menyatakan bahwa: 
“Persoalan biaya tidak semuanya sama karena lokasi dan luas tanah 
lokasi usaha berbeda, tiap surat izin dilihat dari lokasinya dan itupun 
69 
 
biayanya ditentukan oleh tim teknis dari SKPD yang bersangkutan, 
mereka yang melihat tempatnya, mengukur berapa luas tanahnya, apakah 
layak atau tidak diberikan izin, jadi bukan dari kantor ini yang tentukan 
nominalnya, karena kantor ini mengurus masalah administrasinya”.  
 
Menurut hasil wawancara dengan Bapak A. M. Gari Baldi Azis, SE selaku Kepala 
Bidang Pelayanan Perizinan, menyatakan bahwa: 
“Persoalan biaya tidak semuanya sama karena lokasi dan luas tanah 
lokasi usaha berbeda, tiap surat izin dilihat dari lokasinya dan itupun 
biayanya ditentukan oleh tim teknis dari SKPD yang bersangkutan, 
mereka yang melihat tempatnya, mengukur berapa luas tanahnya, apakah 
layak atau tidak diberikan izin, jadi bukan dari kantor ini yang tentukan 
nominalnya, karena kantor ini mengurus masalah administrasinya”.  
 
Kemudian pernyataan dari Bapak  Andi. Ilham, SE,    selaku Bidang Data dan 
Pengendalian, menyatakan bahwa : 
”Biaya yang diperlukan untuk surat izin ditentukan sama dinas yang 
terkait dan untuk perincian biayanya   dihitung oleh dinasnya sendiri. 
Ada rumus tersendirinya dari perwali yang diturunkan sama dinasnya itu 
jadi mereka langsung memberikan berapa banyak biaya yang harus 
dibayar oleh pemohon izin” 
 
Kemudian pernyataan dari bapak Ruslan selaku pengguna layanan, menyatakan 
bahwa : 
“Pembayarannya kami langsung diberitahu sama pegawainya, jadi kita 
patuhi saja dan alur pembayarannya kami tidak tahu, karena kami 
langsung terima saja dari loket berapa nilanya lalu membayar”.  
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai 
pemberian informasi perician biaya pelayanan di Bada Perizinan Terpadu Dan 
Penanaman Modal Kota Makassar belum bisa dikatakan baik dikarenakan 
ketidaktahuan masyarakat pengguna layanan dalam merincikan biaya yang 
mereka keluarkan untuk surat izin usaha. 
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            Jangka waktu penyelesaian layanan adalah rentan waktu yang diberikan 
kepada pengguna layanan dalam menyelesaikan suatu jenis pelayanan yang 
diberikan. Kejelasan akan waktu pelayanan merupakan salah  satu wujud 
pelayanan yang prima. Adanya kejelasan tentang berapa lama waktu proses 
pelayanan akan memberikan kepastian kepada pengguna layanan kapan suatu 
jenis pelayanan dapat terselesaikan. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan 
yang ada di masyarakat pada sebuah  pelayanan publik tersebut. berdasarkan hasil 
wawancara dengan Bapak  Drs. A. Pangerang P., menyatakan bahwa : 
“Semenjak berdirinya kantor, proses penyelesaian layanan sudah sesuai 
standar yaitu 6 hari kerja. Meskipun ter kadang lebih lama dikarenakan 
banyaknya permohonan surat izin usaha perdagangan yang masuk di 
kantor”.  
 
Kemudian pernyataan dari Bapak Rahman selaku pengguna layanan, menyatakan 
bahwa : 
“Saya sudah memohon sejak 2 minggu yang lalu namun belum keluar 
surat izinnya, kepastian penyelesaian surat izin kami tidak 
diberitahukan”.  
 
          Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa bada 
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar belum bisa dikatakan 
baik dalam hal pemberian kepastian  penyelesaian perizinan kepada pelanggan, 
masih banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat merupakan akan 
keterlambatan penyelesaian surat izin menjadi indikatornya. 
 
            Proses penyelenggaraan tata cara perizinan usaha publik  diselenggarakan 
oleh berbagai pejabat dalam suatu organisasi publik. Setiap pejabat memiliki 
kewenangan serta tanggung jawab tertentu untuk memberikan tata cara perizinan 
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usaha dalam jenis perizinan usaha tertentu. Kejelasan tentang pejabat yang 
berwenang dan bertanggung jawab  untuk bidang pengelola perizinan dan untuk 
memberi kepastian penggunan perizinan usaha kepada siapa dia mendapat 
perizinan. 
Melalui tanggung jawab yang ditampilkan atau ditujukan oleh pejabat atau 
pegawai yang bertugas dalam mensosialisasikan akan memberikan kepastian dan 
kejelasan  bagi pengguna perizinan usaha mengenai tata cara perizinan usaha yang 
diberikan dan menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam setiap 
pengurusan. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam tata cara 
perizinan usaha akan sangat memegang peranan penting dalam membangun 
kepercayaaan pengguna perizinan usaha, maka dari itu setiap kebutuhan 
dan   tanggapan dari masyarakat akan jasa tata cara perizinan usaha yang 
diberikan menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang untuk memenuhi dan 
melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan akan tata cara perizinan usaha yang 
terbaik sebagai prioritas yang harus diwujudkan. 
Berdasarkan hasil wawancara mengenani pejabat yang berwenang dan 
bertanggungjawab di Badan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar bahwa kinerja pejabat yang ada sudah berjalan dengan baik. 
Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa 
para pejabat/pegawai sudah bertugas sesuai bidang kerjanya masing-masing 
dalam melayani masyarakat. 
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Berkaitan dengan hal ini, berikut penuturan A. Muh.Gari Baldi Aziz, SE 
menyatakan bahwa : 
“Lingkungan instansi tempat saya bekerja sudah  baik dalam memberikan 
pelayanan dengan adanya pembagian wilayah kerja atau tupoksi pada 
setiap pegawai yang ada, baik itu staff, pegawai tetap maupun pegawai 
kontrak”.  
 
Adapun pendapat dari Bapak  Abdul Halim  selaku staff pelayanan, menyatakan 
bahwa : 
“Pegawainya sudah bagus dalam melayani, mereka juga tanggap dan 
tepat waktu dalam melayani masyarakat”.  
 
Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Budianto dan Bapak Arsyad  selaku 
pengguna layanan, menyatakan bahwa : 
“Sudah bagus pelayanannya, pegawai-pegawai yang di loket pelayanan 
juga tanggap dan dapat memberikan Komunikasi yang akurat jika ada 
keluhan, petugas -petugas di loket juga sudah ada jika sudah masuk jam 
kerjanya” 
 
Berdasarkan petikan  wawancara di atas dapat ditarik  kesimpulan bahwa 
pejabat kantor atau pegawai di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. 
Pegawai yang ada di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar sudah dapat memberikan kenyamanan dalam memberikan 
komunikasi ketika melayani masyarakat serta tepat waktu dalam memberikan 
sosialisasikan tata cara perizinan usaha jika sudah masuk jam kerjanya 
    Janji mensosialisasikan tata cara perizinan usaha adalah kepastian 
jadwal mensosialisasikan tata cara perizinan usaha setiap hari kerja yang dimulai 
pada saat awal mensosialisasikan tata cara perizinan usaha sampai berakhirnya 
sosialisasikan tata cara perizinan usaha. 
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Pengguna sosialisasikan tata cara perizinan usaha harus mengetahui 
kejelasan tentang hal tersebut sehingga tidak mengganggu proses tata cara dalam 
mensosialisasikan tata cara perizinan usaha. Janji mensosialisasikan tata cara 
perizinan usaha merupakan suatu komitmen antara pemberi sosialisasikan tata 
cara perizinan usaha dalam membangun kepastian dan kepercayaan atas jasa 
mensosialisasikan tata cara perizinan usaha yang diberikan, yang diwujudkan 
secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pelanggan atau pengguna 
sosialisasikan tata cara perizinan usaha. 
Kepercayaan pelanggan atau masyarakat akan semakin tinggi terhadap 
organisasi dalam memberikan tata cara perizinan Usaha jelas sangan ditentukan 
oleh   janji pelayanan yang dibangun secara tepat dan dilaksanakan pula secara 
tepat. Dalam artian memberikan tata caranya itu harus dilaksanakan secara efektif 
dan memberikan manfaat dan kepuasan bagi pelanggan dan masyarakat dalam 
menerima tata cara perizinan usaha dalam berbagai bentuk mensosialisasikan tata 
cara perizinan usaha sesuai dengan tugas yang dijalankan. 
 Adapun pernyataan dari Bapak Harly, menyatakan bahwa: 
“Saya ini dijanji terbit izin usahanya enam hari kerja tapi sudah lewat 
enam hari masih belum terbit, belum selesai sesuai petunjuknya”   
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak  Ir. Abu Sofian, MSP. Selaku Sub 
bidang pengelola Perizinan mengatakan bahwa: 
“Dalam mensosialikan yang diberikan kepada masyarakat, kami selalu 
mengutamakan kepuasan masyarakat. Mulai dari ketepatan jam kerja 
pegawai dalam melayani masyarakat hingga janji penyelesaian waktu 
pengurusan surat izin usaha.”  
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            Berdasarkan petikan  wawancara tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa dalam mensosialisasikan tata cara perizinan usaha yang diberikan 
oleh  Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar belum 
terlaksana dengan baik, masyarakat masih banyak memiliki keluhan akan ketidak 
tepatan mensosialisasikan tata cara yang diberikan  Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar. 
            Standar tata cara perizinan adalah suatu tolak ukur yang 
dipergunakan sebagai acuan penilaian kualitas tata cara perizinan sebagai 
komitmen dari pihak penyedia sosialisasikan tata cara perizinan usaha kepada 
pelanggan untuk memberikan sosialisasi yang berkualitas. Standar tata cara 
perizinan usaha ini harus dipublikasikan kepada pengguna sosialisasikan tata cara 
perizinan usaha sehingga pengguna sosialisasikan tata cara perizinan usaha 
memahami dengan jelas standar tata cara perizinan usaha yang digunakan. 
Standar tata cara perizinan usaha juga tidak terlepas dari penetapan target 
waktu tata cara perizinan usaha dapat terselesaikan dalam waktu yang telah 
ditentukan oleh unit penyelenggara tata cara perizinan. Hal ini berimplikasi pula 
terhadap persepsi pengguna sosialisasi tata cara perizina usaha tentang baik 
buruknya kualitas memberikan tata caranya yang diinginkan. Standar tata cara 
perizinan usaha yang ditetapkan menentukan dan memberikan pedoman bagi 
pencapaian target yang telah ditetapkan dan merupakan ukuran juga bagi kinerja 
perizinan. 
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Pernyataan dari Bapak A.Muh. Gari Baldi Azis, SE selaku Kepala Bidang 
pelayanan Perizinan, bahwa: 
“Kantor ini dengan direvisi standar operasional prosedurnya, jadi masih 
menggunakan standar operasional yang lama. Jadi standar yang kami 
pasang di depan kantor standar prosedurr yang lama” 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yadi selaku pengguna tata cara izin 
usaha yang mengatakan bahwa : 
“Standar prosedur tata caranya sudah ada tapi tentang standar biaya dan 
waktunya dan yang lainnya masih belum dipajang di kantor ini”  
“Saya belum tahu bagaimana standar operasional prosedurnya ini kantor 
yang ada hanya persyaratan dan alur prosedurnya sementara biaya dan 
waktunya belum jelas”  
  
Berdasarkan hasil wawancara  dan observasi yang dilakukan penulis dapat 
dikatakan keterbukaan standar Tata Cara Prizinan Usaha yang dilakukan oleh 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar belum bisa 
dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari belum terpublikasikannya semua standar 
tata cara perizinan usaha yang ada di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar yang seharusnya menjadi tolak ukur dari penilaian 
pengguna tata cara perizinan usaha terhadap instansi terkait. 
Lokasi tata cara perizina usaha adalah suatu tempat yang digunakan 
oleh  suatu badan pelayanan publik dalam memberikan tata cara perizinan usaha. 
Bagi pengguna sosialisasi, lokasi tata cara perizinan usaha harus jelas dan mudah 
dijangkau sehingga tidak perlu repot untuk mencari guna mendapatkan sosialisasi. 
Adapun lokasi sosialisasi tata cara perizinan usaha harus memenuhi standar 
pelayanan yang mudah dijangkau dan memberikan kenyamanan kepada para 
pengguna tata cara perizinan ketika melakukan pengurusan. Disamping itu, lokasi 
76 
 
tata acara perizinan harus dilengkapi fasilitas yang dapat menunjang proses bagi 
pelanggan. 
            Lokasi tata cara perizinan usaha yang dilengkapi dengan fasilitas  yang 
memadai akan memberikan kemudahan bagi pengguna usaha yang 
mensosialisasikan tata cara perizinan usaha secara cepat dan tepat. Lokasi tata 
cara perizinan usaha juga akan sangat menentukan kualitas pemberian tata cara itu 
kepada pelanggan atau pengguna tata cara perizinan, oleh karena itu pada 
umumnya setiap organisasi terus berupaya untuk memberikan sosialisas tata cara 
perizinan usaha terbaik melalui penataan lokasi tata cara perizinan usaha agar 
sesuai dengan harapan pengguna perizinan. 
            Berdasarkan hasil wawancara mengenai lokasi Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kota Makassar bahwa  kondisi di kantor tempat 
melakukan sosialisasi tata cara izin belum bisa dikatakan baik, berdasarkan hasil 
pengamatan di lokasi penelitian bahwa kantor Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar masih mempunyai banyak kendala, luas kantor 
yang kecil serta seringnya listrik padam di kantor ini menghambat segala jenis 
urusan penyelesaian surat izin. Berkaitan dengan hal ini, berikut penuturan Bapak 
Ir. Abu Sofian, MSP. Selaku Sub bidang pengelola Perizinan menyatakan bahwa: 
“Letak kantor ini cukup susah dijangkau karena ada di bagian paling 
belakang kantor gabungan dinas, kantor  perizinan terpadu semacam ini 
yang mengurus berbagai macam perizinan harusnya disediakan tempat 
tersendiri oleh pemerintah kota. Ada ratusan permohonan surat izin 
masuk setiap hari menjadi kendala tersendiri bagi kantor dengan kantor 
berukuran kecil seperti ini”.  
 
Pernyataan yang hampir sama dilontarkan Bapak Abdul Halim selaku staff 
pelayanan, menyatakan bahwa : 
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“Kantor ini memang sedikit sulit dalam memberikan sosialisasi yang 
maksimal, seringnya listrik padam di kantor ini merupakan kendala yang 
menghambat proses pengurusan. Lahan yang disediakan oleh pemerintah 
kota terbilang kecil untuk sebuah kantor perizinan terpadu”.  
 
Adapun pendapat dari bapak Arsyad selaku pengguna layanan, menyatakan 
bahwa: 
“Kantor ini cukup terkendala dengan listrik yang sering padam, saya 
sudah tiga jam di kantor ini dan sampai sekarang dilayani karena 
listriknya padam”. 
  
            Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Lokasi 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar belum bisa 
dikatakan baik hal ini dikarenakan kantor Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar letaknya yang kurang strategis serta 
banyaknnya keluhan yang ada di masyarakat tentang seringnya pengurusan surat 
izin tertunda akibat listrik yang sering padam di kantor ini 
 
B. Pembahasan  
Berdasarkan hasil wawancara peneliti terdapat strategi komunikasi  dalam 
menyosialisasikan tata cara perizinan usaha dapat terukur bagi instansi 
pemberi Tata Cara Perizinan Usaha adalah dengan memberikan pelayanan 
yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan. 
Strategi apa yang apa saja digunakan (BPTDPM) Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar dalam menyosialisasikan tata cara perizinan 
usaha di kota makassar  
“Strategi yang digunakan oleh BPTDPM dalam menyosialisasikan tata 
cara perizinan usaha di kota makassar adalah menggunakan strategi 
melalui media dan mengadakan sosialisasi di beberapa tempat di kota 
makassar yang dimana melalui media kita menggukan media seperti 
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Tv,Radio,Surat kabar,dan brosur,Yang kita gunakan. Sedangkan 
sosialisasi yang biasanya di berbagai tempat salah satunya di hotel kenari 
di kota makassar pada hari selasa, 22,maret,2016 kita menghadirkan 
Bapak H. TAUFIK RAHMAT,SE.,Msi selaku Kepala Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal, kita juga menghadirkan dua pengusaha 
sukses yang sudah menjadi langganan BPTDM Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal untuk mengambil surat izin usaha di kota 
makassar dan di hadiri oleh perserta dari pengusaha-pengusaha menegah 
ke atas dan calon-calon pengusaha di kota makassar. “  
Apakah keberadaan (BPTDPM) Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 
Kota Makassar sudah bermanfaat bagi masyarakat umum  
Hal ini dilontarkn oleh Bapak Nurdin selaku penguna layanan : 
“ Iya mengapa karena,Bentuk keterbukaan persyaratan sudah 
bagus, sudah ada pemberitahuan di kantornya, persyaratannya 
juga tidak di persulit, alur pelayanannya juga sudah 
terpublikasikan di kantor ini jika sebgai masyarakat juga harus 
mengetahui kemana saja alur-alur penalayanannya.”  
Berapa besar biaya yang harus di bayar oleh pengguna layanan atau masyarakat 
untuk mendapatkan izin usaha . 
Hal ini di lontarkan oleh Bapak A.Muh.Gari Baldi Azis,.SE Selaku Subbidang 
Pendaftaran dan penyerahan perizinan. 
“Persoalan biaya tidak semuanya sama karena lokasi dan luas 
tanah lokasi usaha berbeda tiap surat izin usaha diliat dari 
lokasinya dan itupun biayanya di tentukan oleh tim teknis dari 
SKPD yang bersangkutan, mereka  meliat tempatnya , mengukur 
berapa luas tanahnya apakah layak untuk atau tidak di berikan 
izin usaha, jadi bukan dri kantor yang menentukan nominalnya, 
karena kantor ini tidak mengurus adminitrasinya” 
 
Hal senada di lontarkan oleh bapak .A.Ilham ,SE.selaku Bidang Data dan 
Pengendalian .  
“Biaya yang di perlukan untuk surat izin di tentukan oleh dinas 
yang terkait dan untuk perincian biayanya dihitung oleh dinasnya 
sendiri. Ada rumus tersendirinya dari perwali yang diturunkan 
sama dinasnya itu jadi mereka langsung memberi beberapa 
banyak biaya yang harus di bayar oleh pemohon izin “ 
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Hal senada di lontarka oleh bapak Basri selaku pengguna layanan  
“Alur pembayaran kami tidak tahu, karena kami langsung terima 
saja dari loket berapa nilainya lalu kami langsung membayar, atau 
pengawainya memberitahu nominalnya jika kita setuju dengan 
nominal terbut maka kita langsung membayarnya.” 
Berapa lama waktu yang diberikan kepada pengguna layanan atau masyrakat 
dalam menyelesaikan suatu jenis pelayanan yang di berikan  
Hal ini di lontarkan oleh Bapak Drs.A.Pangerang.P., menyatakan bahwa :  
 
“Semenjak berdirinya kantor, proses penyelesaian layanan sudah 
sesaui standar yaitu 6 hari kerja.Meskipun terkadang lebih lama 
dikarenakan banyaknya permohonan surat izin usaha 
perdangangan yang masuk di kantor”   
 
Kemudian pernyataan ini di lontarkan dari Bapak Rahman selaku pengguna 
layanan, menyatakan bahwa  
“sebelumnya saya di beritahu enam hari kerja tapi sekarang , sudah 2 
minggu yang lalu saya memohon tetapi belum keluar surat 
izinnya,kepastian penyelesaian surat izin kami tidak dibertahukanoleh 
pihak bidang perizinan dan terpadu dan penanaman modal di kota 
makassar” 
Untuk mendapatkan perizinan usaha apa saja persyaratan teknis dan tata cara 
perizinan usaha yang harus di penuhi terdahulu oleh pengguna layanan atau 
masyrakat   
Hal ini di lontarkan oleh Bapak Drs. A. Momang Tisi selaku sub bidang 
Penanaman Modal : 
 
“Masalah persayatan sudah disiapkan beberapa papan informasi di 
bagian depan kantor. Jadi kalau masyarakat mau mengurus surat izin 
usaha langsung dapat melihat persyaratannya, kami juga sudah 
memberikan dalam bentuk website, jadi kalau masyarakat tanpa harus 
kekantor untuk sudah dapat mengetahui apa saja mengenai kantor 
(BPTDPM) Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Makassar” 
 
a.       Dalam hal penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) memerlukan izinyang bersifat teknis dan tidak didelegasikan kepada Kepala 
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Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Komunikasi dan Informatika 
menunjuk pejabat dengan status penugasan di Badan Koordinasi Penanaman 
Modal, yang diberi kewenangan untuk menerbitkan perizinan yang bersifat teknis. 
b.      Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh   Menteri Komunikasi dan Informatika. 
c.       Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk penugasan 
pejabat yang secara administratif termasuk gaji, masih berada pada 
Kementerian/Lembaga yang menugaskan, sedangkan tunjangan kinerja dan 
kendali operasional mengikuti ketentuan di instansi penempatan. 
Tentunya agar strategi dalam mensosialisasikan tata cara perizinan usaha 
dapat terukur bagi instansi pemberi Tata cara perizinan usaha adalah dengan 
memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan. Tata 
cara perizinan usaha merupakan suatu proses dan proses tersebut menghasilkan 
produk pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dan memiliki standar sebagai 
ukuran. Dalam standar tata cara perizinan usaha untuk mengukur kualitas ini juga 
terdapat baku mutu tata cara perizinan usaha yang mana mutu merupakan kondisi 
dinamis pada bagian ini akan di bahas dan dianalisis mengenai hasil dari 
wawancara penelitian ke dalam kategori penarikan kesimpulan secara induktif. 
Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya 
bahwa akuntabiltas tata cara perizinan usaha publik pembuatan Surat Izin Usaha 
akan dianalisis menggunakan Teori Strategi dari Ratminto dan Winarsih yaitu, 
prosedur tata cara perizinan usaha, prasyarat tata cara perizinan, perincian biaya 
tata cara perizinan usaha, waktu penyelesian layanan, pejabat yang berwenang dan 
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bertanggungjawab, janji pelayanan, standar tata cara perizinan usaha dan lokasi 
tata cara perizinan usaha. 
Indikator tersebut mencerminkan prinsip strategi tata cara perizinan usaha 
yang harus dilakukan oleh birokrasi dalam memberikan sosialisasi tata cara 
perizinan usaha terhadap masyarakat pengguna jasa dan dalam menjalankan tugas 
perizinana usah serta seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh 
prioritas dari aparat birokrasi. 
Tata cara perizinan usaha publik akan mempunyai tingkat strategi yang 
tinggi apabila acuan utama penyelenggaraannya selalu berorientasi kepada 
pengguna jasa. Kepuasan pengguna jasa harus selalu mendapat perhatian dalam 
setiap penyelenggaraan tata cara perizinan usaha publik, karena merekalah 
penguasa sesungguhnya yang membiayai birokrasi melalui pajaknya. Mereka 
berhak atas layanan perizinan usaha yang terbaik diberikan tata cara perizinan 
usaha yaitu birokrasi. Untuk itu acuan penyelenggaraan tata cara perizinan usaha 
publik harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 
Masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk melakukan kontrol 
terhadap lembaga penyedia tata cara perizinan usaha publik yang merupakan 
wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk 
memperoleh perhatian kita bersama, karena strategi itu sendiri tidak hanya 
diperlukan bagi lembaga penyedia tata cara perizianan usaha publik itu sendiri, 
tetapi juga bagi masyarakat. Strategi bagi masyarakat seharusnya dibarengi 
dengan adanya sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat.  
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Dalam mensosialisasikan tata cara perizinan usaha di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdapat beberapa fenomena-fenomena 
yang patut untuk dicermati yang berkaitan dengan Strategi Komunikasi Dalam 
mensosialisasikan Tata Cara Perizinan Usaha publik. 
Untuk lebih rincinya membahas hasil penelitian mengenai strategi 
komunikasi dalam mensosialisasikan tata cara perizinan usaha di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar (Studi Kasus : perizinan Usaha), 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
Strategi manajemen dan penyelenggaraan tata cara perizinan usaha publik 
adalah pelaksaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari 
proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta mudah diakses 
oleh semua pihak yang membutuhkan komunikasi. Pemberi layanan tata cara 
perizinan usaha harus dapat memberikan komunikasi secara jelas kepada 
masyarakat agar masyarakat dapat turut andil dalam rangka pengawasan akan 
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh instansi terkait. 
Menurut Riswandha (2003) dalam Maatita, Bernadus (2011) strategi 
penyelenggaraan tata cara perizinan usaha adalah jika rakyat paham akan 
keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Hal 
demikian belum terealisasi dengan baik di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar. Dapat dikatakan bahwa keterbukaan 
manajemen dan penyelenggaraan tata cara perizinan usaha publik di Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar belum sepenuhnya 
strategi dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari ketidaktahuan 
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masyarakat akan proses perencanaan, kebijakan-kebijakan yang ada di Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. 
Prosedur tata cara perizinan usaha merupakan rangkaian kegiatan yang 
harus dilakukan oleh pelanggan untuk memenuhi persyaratan atau aturan yang 
dimiliki untuk mengurus di badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar untuk memperoleh surat izin usaha. Setiap pengguna tata cara perizinan 
usaha mengharapakan bisa melewati prosedur yang mudah dan sederhana dalam 
menerima tata caranya. Proses tata cara perizinan usaha merupakan bagian 
terpenting pada pemberian tata cara perizinan usaha dalam melayani pelanggan. 
Adanya prosedur tata cara perizina usaha yang sederhana dan mudah dipahami 
dianggap sebagai kunci keberhasilan pemberian tata cara perizinan usaha. 
Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar bahwa keterbukaan prosedur tata 
cara perizinan usaha sudah berjalan dengan baik, kondisinya sudah sesuai standar 
operasional prosedur pengurusan tata cara perizinan usaha yang diinginkan oleh 
masyarakat. Prosedur tata cara perizinan usaha yang strategi sudah baik ditandai 
dengan banyaknya papan komunikasi tentang mekanisme atau prosedur 
pengurusan surat izin dan semakin minimnya kantor yang didatangi oleh 
masyarakat dalam mengurus surat izin usaha. Masyarakat hanya datang mendaftar 
di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar lalu 
menunggu tim teknis meninjau lokasi usaha kemudian melakukan pembayaran di 
Bank Sulselbar dan terakhir mengambil surat izin usaha di Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. 
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    Persyaratan teknis dan administrasi tata cara perizinan usaha merupakan 
hal yang paling mutlak diketahui oleh pengguna tata cara perizinan usaha. Melalui 
persyaratan teknis dan admnistrasi yang diterapkan  secara strategi  akan 
memperlancar proses tata cara perizinan usaha sesuai dengan tatalaksana tata cara 
perizinan usaha yang ditetapkan dan akan berdampak pada hasil tata cara 
perizinan usaha yang prima.  Persyaratan teknis dan administrasi yang sederhana 
dan mudah dipahami oleh masyarakat dan akan mempermudah pelanggan atau 
pengguna tata cara perizinan usaha dalam memahami dan memenuhinya sebagai 
konsekuensi dari kebutuhan akan tata cara perizinan usaha yang harus dipatuhi. 
Di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
keterbukaan akan persyaratan teknis dan administrasi sudah berjalan dengan baik. 
Ditandai dengan banyaknya papan komunikasi mengenai persyaratan teknis dan 
administrasi untuk mengurus surat izin usaha. 
Dari observasi yang ada, pegawai yang ada di Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kota Makassar pun, masyarakat diberikan arahan oleh 
petugas  dalam memberikan pemahaman tentang persyaratan yang ada untuk 
melakukan permohonan surat izin usaha. Hal tersebut memberi dampak yang 
signifikan terhadap tingginya tingkat strategi dari segi keterbukaan persyaratan 
teknis dan administrasi kepada masyarakat. 
     Keterbukaan biaya tata cara perizinan usaha merupakan salah satu 
unsur penting dalam mengukur strategi dari suatu organisasi. Dari kejelasan biaya 
yang diwujudkan dalam tata cara perizinan usaha akan memberikan manfaat yang 
tinggi dari suatu jasa tata cara perizinan usaha yang diberikan dan dirasakan oleh 
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kedua belah pihak baik yang memberikan tata cara periziana usaha maupun 
pengguna tata cara perizinan usaha. Suatu tata cara perizinan usaha yang rincian 
biaya tata cara perizinan usahanya diketahui oleh masyarakat dapat memberikan 
rasa puas kepada masyarakat akan kualitas tata cara perizinan usaha yang 
diberikan. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kota Makassar bahwa strategi akan perincian biaya tata 
cara perizinan usaha belum terlaksana dengan baik, tidak adanya standar atau 
patokan yang diberikan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar menjadi salah satu alasannya. 
Masyarakat juga pada umumnya tidak mengetahui mengapa mereka 
membayar biaya pembuatan surat izin sebanyak yang tertera atau yang 
diberitahukan oleh pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar sehingga kondisi seperti ini yang dapat menimbulkan 
kekhawatiran akan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 
    Dalam tata cara perizinan usaha perlu diwujudkan pelaksanaan dan 
penyelesaian penanganan tata cara perizinan usaha yang sesuai standar 
operasional prosedur yang berlaku. Standar waktu tata cara perizinan usaha yang 
ditentukan oleh instansi harusnya dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat 
sebab dengan sepengetahuan masyarakat akan standar waktu tata cara perizinan 
usaha yang telah ditentukan akan memberikan suatu janji tata cara perizinan usaha 
akan jangka waktu penyelesaian tata cara perizinan usaha oleh instansi terkait. Di 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar strategi 
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komunikasi akan jangka waktu penyelesaian tata cara perizinan usaha masih 
belum berjalan sebagaimana mestinya dimana masyarakat masih belum 
mengetahui jangka waktu penyelesaian izin usaha yaitu enam (6) hari kerja. 
Ketidaktahuan masyarakat akan standar waktu penyelesian tata cara perizinan 
usaha yang ada pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar membuat masyarakat bingung kapan pengurusan surat izin usahanya 
akan selesai yang bahkan dari hasil wawancara dengan beberapa pengguna tata 
cara perizinan usaha banyak yang mengurus surat izin usahanya hingga dua 
minggu (melebihi standar waktu yang telah ditentukan). 
    Pejabat ataupun pegawai yang ada di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara ,dinilai secara 
keseluruhan pegawai sudah mengedepankan kepentingan dan kebutuhan 
masyarakat atau pengguna tata cara perizinan usaha di Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kota Makassar. Sikap ramah, tanggap terhadap 
masyarakat serta selalu berada di loket pelayanan pada saat jam kerja menjadi 
salah satu ciri pemberian tata cara perizinan usaha yang baik kepada masyarakat. 
Tata cara perizinan usaha prima yang dilakukan oleh pegawai  Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar  dapat memberikan rasa nyaman 
pengguna perizinan usaha yang ingin mengurus surat izin usaha. 
    Janji tata cara perizinan usaha yang diberikan  Badan Perizinan 
Terpadu  dan Penanaman Modal Kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara 
dan observasi yang dilakukan penulis,  Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar belum bisa menepati janji memberikan sosialisasi tata cara 
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perizinan usaha yang diberikan kepada masyarakat atau pengguna perizinan 
usaha. Hal  ini bisa dilihat dari seperti janji penyelesaian tata cara perizinan usaha 
yang belum bisa tepat waktu sesuai standar yang diberikan oleh  Badan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, seperti penyelesaian layanan 
yang kadang tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Masyarakat selaku 
pengguna tata cara perizinan usaha tentunya menjadi orang yang dirugikan dari 
ini. Hal yang seharusnya menjadi hak dari masyarakat akan janji perizinan usaha 
yang diberikan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 
kadang kala diabaikan  oleh  Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kota Makassar itu sendiri. 
    Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis 
dapat dikatakan keterbukaan standar tata cara perizinan usaha yang dilakukan oleh 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar belum bisa 
dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari belum terpublikasikannya semua standar 
tata cara perizinan usaha yang ada di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kota Makassar yang menjadi tolak ukur dari penilaian pengguna perizinan 
usaha terhadap instansi terkait. Hanya ada mekanisme atau prosedur perizinan 
usaha dan persyaratan teknis yang dipublikasikan oleh Badan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kota Makassar  sehingga masyarakat selaku pengguna 
perizinan usaha tidak mengetahui kapan dan berapa rincian biaya yang mereka 
keluarkan untuk mengurus surat izin usaha. 
  Lokasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar bisa 
dikatakan kondisinya belum baik, lokasi yang letaknya sulit dijangkau dan kondisi 
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ruangan kantor yang kecil serta listrik di kantor Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar yang sering padam juga menjadi kendala 
berarti yang mengakibatkan seringkali pelayanan tertunda dalam beberapa jam. 
Hal ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang harus menunggu berjam-jam 
sampai perangkat-perangkat yang ada di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal sudah berfungsi kembali. 
a.       Faktor Pendukung 
1.      Teknologi 
Penggunaan teknologi untuk pelayanan publik sangat di perlukan dapat 
mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Tuntuyan pelayanan yang berkualitas 
dan berujung pada kepuasan pelanggan memerlukan penggunaan teknologi yang 
tepat. Dengan penggunaan teknologi dapat merubah input menjadi output yang 
diinginkan 
Hal itu dimanfaatkan Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 
Kota Makassar  dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Upaya 
dalam memberikan mensosialisasikan tata cara perizinan usaha publik yang 
berkualitas yang merupakan harapan masyarakat dan sekaligus tujuan dari Badan 
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal. Maka dari itu, diperlukan pelayanan 
yang cepat  dan efektif sehingga terhindar dari birokrasi yang berbelit dan 
prosedur, kepastian waktu dan biaya pelayanan agar pelayanan dapat berjalan 
optimal. 
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2.      Pemilihan Strategi 
Dalam mencapai evektivitas organisasi diperlikan strategi. Startegi 
merupakan sebuah rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. 
Strategi manajemen dan penyelenggaraan sosialisasikan tata cara perizinan usaha 
publik adalah pelaksaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat 
dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta mudah 
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan Komunikasi. Pemberi layanan 
harus dapat memberikan Komunikasi secara jelas kepada masyarakat agar 
masyarakat dapat turut andil dalam rangka pengawasan akan kebijakan -kebijakan 
yang dibuat oleh instansi terkait. Hal ini dapat berimplikasi terhadap rasa nyaman 
yang didapat oleh masyarakat selaku pengguna sosialisasikan tata cara perizinan 
usaha. 
Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar  telah 
berusaha memberikan pelayanan prima sesuai dengan aspek diatas. Tapi 
keterbukaan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Badan 
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar belum sepenuhnya 
transparan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari ketidak tahuan 
masyarakat akan proses perencanaan, kebijakan-kebijakan yang ada. 
3.      Pelayanan Publik 
Kualitas pelayanan publik di bidang perizinan usaha memainkan peranan 
penting dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. 
Kualitas mensosialisasikan tata cara perizinan usaha sendiri juga dapat 
diidentifikasi dari peraturan pemerintah daerah dalam mendukung sekaligus 
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memberikan legitimasi lembaga perizinan didaerah untuk memberikan 
mensosialisasikan tata cara perizinan usaha secara lebih efisien dan efektif. 
Upaya dalam memberikan pelayanan  tata cara publik yang berkualitas 
yang merupakan harapan masyarakat dan sekaligus tujuan dari Badan Perizinan 
Terpadu Dan Penanaman Modal. Maka dari itu, diperlukan strategi pelayanan 
publik mengenai prosedur, kepastian waktu dan biaya pelayanan agar pelayanan 
dapat berjalan optimal. 
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Badan Perizinan 
Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar  telah memberikan Komunikasi 
secara jelas kepada masyarakat agar masyarakat dapat turut andil dalam rangka 
pengawasan akan kebijakan -kebijakan yang dibuat oleh instansi terkait. Hal ini 
dapat berimplikasi terhadap rasa nyaman yang didapat oleh masyarakat selaku 
pengguna sosialisasikan tata cara perizinan usaha. 
4.      Proses 
Dalam melakukan proses perizinan, Badan Perizinan Terpadu Dan 
Penanaman Modal Kota Makassar persyaratan teknis dan tata cara perizinan usaha 
merupakan prasyarat pelayanan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk 
mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan  yang dibutuhkan. 
Melalui persyaratan teknis dan tata caranya yang diterapkan 
akan  memperlancar proses pelayanan sesuai dengan tatalaksana pelayanan yang 
ditetapkan dan akan berdampak pada hasil pelayanan yang prima. Kejelasan akan 
waktu pelayanan merupakan salah  satu wujud pelayanan yang prima. Selain itu 
adanya kejelasan tentang berapa lama waktu proses pelayanan akan memberikan 
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kepastian kepada pengguna layanan kapan suatu jenis pelayanan dapat 
terselesaikan. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan yang ada di masyarakat 
pada sebuah  pelayanan publik tersebut. 
5.      Bertanggung Jawab 
Proses penyelenggaraan tata cara perizinan usaha publik  diselenggarakan 
oleh berbagai pejabat dalam suatu organisasi publik. Setiap pejabat memiliki 
kewenangan serta tanggung jawab tertentu untuk memberikan tata cara perizinan 
usaha dalam jenis perizinan usaha tertentu. Kejelasan tentang pejabat yang 
berwenang dan bertanggung jawab  untuk bidang pengelola perizinan dan untuk 
memberi kepastian penggunan perizinan usaha kepada siapa dia mendapat 
perizinan. 
Melalui tanggung jawab yang ditampilkan atau ditujukan oleh pejabat atau 
pegawai yang bertugas dalam mensosialisasikan akan memberikan kepastian dan 
kejelasan  bagi pengguna perizinan usaha mengenai tata cara perizinan usaha yang 
diberikan dan menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam setiap 
pengurusan. 
Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar dalam 
menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan garis koordinasi. Sehinggan dalam 
pelaksanaanya, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam tata cara 
perizinan usaha akan sangat memegang peranan penting dalam membangun 
kepercayaaan pengguna perizinan usaha, maka dari itu setiap kebutuhan 
dan   tanggapan dari masyarakat akan jasa tata cara perizinan usaha yang 
diberikan menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang untuk memenuhi dan 
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melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan akan tata cara perizinan usaha yang 
terbaik sebagai prioritas yang harus diwujudkan. 
a. Faktor-faktor Penghambat Tidak adanya transparansi dalam hal 
manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat 
dari ketidak tahuan masyarakat akan proses perencanaan, kebijakan-
kebijakan yang ada di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal  Kota Makassar. 
b.  Tidak adanya perincian biaya yang jelas sehingga masyarakat pengguna 
layanan dalam tidak dapat merincikan biaya yang mereka keluarkan untuk 
surat izin usaha. 
c. Tidak ada kepastian  penyelesaian perizinan kepada pelanggan, sehingga 
masih banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat merupakan 
akan keterlambatan penyelesaian surat izin menjadi indikatornya 
   
faktor pendukung dalam menyosialisasikan tata cara perizinan usaha di Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kota Makassar yang di mana 
menggunakan media karena melalui media masyrakat lebih dimudahkan untuk 
mengetahui tetang Badan Perizinan Terapadu dan Penanaman Modal di Kota 
Makassar. Media yang diguanakan adalah Tv,Radio,Surat Kabar, Brosur, dan 
Website. Dan Badan Perizinan juga mengadakan sosialisasi di berbagai tempat di 
kota makassar dalam sosialisasi yang di adakan ia mengundang beberapa 
pengusaha-pengusaha yang yang sudah cukup lama mengunggunakan surat izin 
usaha di dalam sosialisasinya ada beberapa share dari pengusaha-pengusaha yang 
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sudah cukup lama menggunakan surat izin usaha   kepada  pengusaha yang masih 
kurang memahami tetang Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di 
Kota Makassar dan masih banyak hal pemberitahuan tetang tata cara izin usaha di 
Badan Perizinan dan Penanaman Modal di Kota Makassar.   
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BAB V 
PENUTUP 
A.    Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan diatas  dapat disimpulkan  bahwa 
berdasarkan hasil penelitian peneliti pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 
bahwa strategi komunikasi dalam menyosiasisasikan tata cara perizinan usaha 
di  Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar  belum 
sepenuhnya trasnsparan dalam pemberian komunikasi kepada masyarakat. 
1. Prioritas kepentingan pengguna jasa belum seutuhnya diprioritaskan. Hal 
ini dapat dilihat dari manajemen penyelenggaraan komunikasi publik yang 
belum dipublikasikan kepada masyarakat. 
2.  biaya dan waktu penyelesaian komunikasi yang belum strategi, janji 
komunikasi yang masih belum ditepati pada pelanggan, standar sosialisasi 
tata cara perizinan usaha yang belum semuanya terpublikasikan di ruangan 
kantor dan lokasi komunikasi tata cara perizinan usaha yang sulit 
dijangkau dan kurang memadai dalam hal melayani masyarakat. 
Ada pula cara mengatasi hambatan yang ada “ membuat spanduk di setiap sudut  
kota makassar , di komunikasikan mulai dari tingkat lurah dan camat di 
kecamatan masing-masig, melengkapi informasi-informasi yang ada di website 
atau media online yang di gunakan , termaksud perbankkan.   
B.     Saran 
Berdasarkan  kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
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1.      Demi pelayanan yang prima kepada masyarakat, sebaiknya  Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar  sesegera mungkin 
dapat mengeluarkan Standar Operasional Prosedur yang sementara direvisi 
atau yang baru. 
2.      Dalam pembuatan Surat Izin Usaha  oleh Badan Perizinan  Terpadu dan 
Penanaman  Modal  di Kota Makassar,  aparat pemberi komunikasi harusnya 
memperhatikan beberapa faktor demi memenuhi kepuasan pelanggan 
diantaranya memberikan kejelasan akan biaya penyelesaian komunikasi, 
waktu penyelesaian komunikasi dan menepati janji pelayanan yang diberikan 
pada masyarakat. 
3.      Demi meningkatkan efektifitas dan kualitas komunikasi kepada 
masyarakat hendaknya para pegawai  di Badan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal Kota Makassar tetap  mempertahankan keramaha n serta 
sikap yang responsif terhadap masyarakat demi kelancaran dan efektifnya 
sosialisasi tata cara perizinan usaha.   
4.      Sarana dan prasarana yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal Kota Makassar perlu diperbaharui, agar lebih 
mendukung kinerja para aparat pelaksana komunikasi dan meningkatkan 
kenyamanan bagi masyarakat pengguna sosialisasi tata cara perizinan usaha. 
  
  
 
 
96 
 
DAFTAR PUSTAKA 
  
Abdullah, Faisal. 2009.  Jalan Terjal Good Governance Prinsip, Konsep dan 
Tantangan dalam Negara Hukum. Makassar : Pukap-Indonesia 
 
 
Adnamazida, Rizky. 2013. Wiraswasta adalah Pekerja yang Paling Bahagia. 
(http://www.merdeka.com/gaya/wiraswasta-adalah-pekerja-paling-bahagia.html 
diakses pada Sabtu, 12 desember 2015 pukul 18.37 WITA) 
 
 
Annisa, A. Tri Desita Annisa. 2014. Analisis Transparansi Pengadaan Barang 
/Jasa Berbasis Elektronik di Kabupaten Pinrang. 
 
 
Arifin, Anwar. 1994. Strategi komunikasi, Sebuah Pengantar Ringkas. Bandung : 
CV Armico. 
 
 
Aprrilianti, Yurik Aendah. 2014. Teori Disonansi Kognitif. 
(http://yurikaendah.wordpress.com/2014/01/09/teori-disonansi-kognitif/, diakses 
pada 8 Januari 2016 pukul 11.38 WITA) 
 
 
Cangara, Hafied. 2011. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo 
Persada. 
 
 
Data Reka Pitulasi  Jumlah Izin Priode Tahun 2010-2014.Makassar. 
 
 
Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan 
Publik. Yogyakarta : Gajahmada University Press. 
 
 
Effendy, Onong Uchjana. Dinamika Komunikasi PT. Remaja Rosdakarya. 
 
 
Friantono, Racmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada 
Media Grup. 
 
 
Jeddawi, Murtir. 2011. Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di 
Daerah. Yogyakarta : Total Media. 
 
97 
 
Kriyantono, Racmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada 
Media Grup. 
 
 
Moleong, Lexi J,Dr.M.A. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya 
 
 
Syakriani dan Syahriani. 2009.  Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif 
Good Governance. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 
 
 
Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam 
Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung CV. Mandar Maju 
 
 
Friantono, Racmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada 
Media Grup 
 
 
Laras. 2011 Strategi Komunikasi Dalam Sosialisasi Program Kemitraan Pada 
Publik Eksternal PT. Telkom Yogyakarta. Skripsi Program Sarjana Ilmu 
Komunikasi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik-Unifersitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Tidak Di Terbitkan. 
 
 
Makassar. Pemerintah kota. 2014. Pemkot Tahan Laju Urbanisasi. 
(http://www.makasarkota.go.id/berita-470-kesiapsiagaan-bencan -kota- 
makassar.html, diakses pada hari sabtu,12 Desember 2015 pukul 18.22 wita) 
 
 
Morissan. 2013. Teori Komunikasi. Ghalia Indonesia Cetakan pertama, Metode 
penelitian survei sofian Effendi Tukiran. 
 
 
Simanjuntak Bungaran Antonius. 2014 Metode Penelitian Jakarta : Yayasan 
Pustaka Obor Indinesia            
 
    
Sugiono 2014, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D Alfabeta. 
Surya grata, sumardin 2014  Metode penelitian sial. Jakarta : PT Raya Gravindo 
Persada. 
Wahyudi. 2013 Strategi komunikasi perwakilan BKKBN Propinsi kalimantan 
 
 
98 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
Daftar wawancara I : 
 
1. Strategi apa yang digunakan BPTDPM dalam menyosialisasikan tata cara perizinan 
usaha di kota makassar? 
 
2. Apakah keberadaan Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar 
sudah bermanfaat bagi masyarakat umum? 
 
3. Berapa besar biaya yang harus di bayar oleh pengguna layanan atau masyarakat untuk 
mendapatkan izin usaha ? 
 
 
4. Berapa lama waktu yang diberikan kepada pengguna layanan atau masyrakat dalam 
menyelesaikan suatu jenis pelayanan yang di berikan ? 
 
5. Untuk mendapatkan perizinan usaha apa saja persyaratan teknis dan tata cara 
perizinan usaha yang harus di penuhi terdahulu oleh pengguna layanan atau 
masyrakat  ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daftar wawancara II :   
 
1. Adakah faktor penghambat dalam menyosialisasikan tata cara perizinan usaha di 
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kota Makassar?  
 
2. Apa faktor pendukung dalam menyosialisasikan tata cara perizinan usaha di Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kota Makassar ? 
 
3. Bagaimana cara menghatasi hambatan yang ada di Badan Perizinan Terpadu di Kota 
Makassar? 
 
 
